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PEDOMAN TRANSLITERASI 

Model transliterasi Arab-Latin merupakan pedoman yang telah 

digunakan secara International dengan menggunakan model Library Congress 

(LC). Tidak hanya pedoman transliterasi ini berlaku secara Internasional, tetapi 

pedoman ini telah digunakan skala nasional dengan berdasarkan pada surat 

keputusan bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan 

dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/ 1987 dan 0543 b/ U/ 1987 

Tanggal 22 Januari 1988 yang menyebutkan beberapa bagian dalam pedoman 

transliterasi arab-latin tersebut, yakni: 

1. Konsonan  

Penyebutan huruf yang di Transliterasi dari huruf dalam Bahasa Arab ke 

huruf latin di sebutkan pada tabel berikut ini: 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan أ

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 Ṡa ṡ es (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

 Ḥa ḥ ح
ha (dengan titik di 

bawah) 

 Kha Kh ka dan ha خ

 Dal D De د

 Żal Ż Zet (dengan titik di atas) ذ
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 Ra R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy es dan ya ش

 Ṣad ṣ es (dengan titik di bawah) ص

 Ḍad ḍ ض
de (dengan titik di 

bawah) 

 Ṭa ṭ te (dengan titik di bawah) ط

 Ẓa ẓ ظ
zet (dengan titik di 

bawah) 

 ain ` koma terbalik (di atas)` ع

 Gain G Ge غ

 Fa F Ef ف

 Qaf Q Ki ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل

 Mim M Em م

 Nun N En ن

 Wau W We و

 Ha H Ha ھ

 Hamzah ‘ Apostrof ء

 Ya Y Ya ي
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2. Vokal 

Vokal bahasa Indonesia juga berlaku dalam penyebutan vokal dalam 

bahasa Arab yang dikelompokkan dalam dua macam yakni vokal monoftong 

(tunggal) dan vokal diftong (rangkap). Berikut di bawah ini mengenai penjelasan 

vokal tunggal dan vokal rangkap: 

a. Vokal Tunggal 

Simbol dalam vokal tunggal pada bahasa Arab disimbolkan dengan 

harakat yang di transliterasikan dalam huruf latin di bawah ini: 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Fathah A A ـَ

 Kasrah I I ـِ

 Dammah u U ـُ

 

b. Vokal Rangkap 

Harakat dan huruf merupakan gabungan lambang dari vokal rangkap 

pada bahasa Arab yang di transliterasikan dalam bahasa Latin di bawah ini: 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Fathah dan ya ai a dan u يْ.َ..

  Fathah dan wau au a dan u وْ.َ..

Contoh : 

 kataba  كَتبََ  -

 fa`ala  فعََلَ  -

 suila  سُئِلَ  -

 kaifa  كَيْفَ  -
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 haula حَوْلَ  -

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan 

huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Huruf Arab Nama Huruf 

Latin 

Nama 

 Fathah dan alif atau ا.َ..ىَ...

ya 

ā a dan garis di atas 

 Kasrah dan ya ī i dan garis di atas ى.ِ..

 Dammah dan wau ū u dan garis di atas و.ُ..

Contoh : 

 qāla  قَالَ  -

 ramā  رَمَى -

 qīla  قِيْلَ  -

 yaqūlu  يقَُوْلُ  -

4. Ta marbutah 

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua, yaitu: ta marbutahyang 

hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah 

[t]. sedangkan ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya 

adalah [h]. 

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang 

menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta 

marbutah itu ditransliterasikan dengan ha [h]. 
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Contoh: 

الأطَْفَالِ رَؤْضَةُ  -   raudah al-atfāl/raudahtul atfāl 

-  ُ رَة  al-madīnah al-munawwarah  الْمَدِيْنَةُ الْمُنَوَّ

 talhah    طَلْحَةْ  -

5. Syaddah  

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan arab dilambangakan 

dengan sebuah tanda tasydid [  َ  َ ], dalam transliterasinya ini dilambangkan 

dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh: 

لَ  -  nazzala  نزََّ

 al-birr  البرِ   -

6. Kata Sandang (di depan huruf Syamsiyah dan Qomariyah) 

Sistematika dalam penulisan bahasa Arab, ketika kata sandang yang 

digabungkan dengan kata bahasa Arab, maka disimbolkan dengan huruf ال yang x 

didefinisikan sebagai alif lam ma‘arifah. Pedoman transliterasi, kata sandang 

ditransliterasi seperti biasa al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun 

huruf qamariah. Transliterasi kata sandang yang digunakan dalam bahasa Arab 

yang diikuti dengan garis mendatar (-) untuk memisahkan kata yang mengikutinya 

Contoh: 

جُلُ ا - لرَّ   ar-rajulu 

 al-qalamu الْقلََمُ  -
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 asy-syamsu الشَّمْسُ  -

 al-jalālu الْجَلالَُ  -

7. Hamzah 

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (’) hanya berlaku 

bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak 

di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 

Contoh: 

 ta’khużu تأَخُْذُ  -

 syai’un شَيئ   -

 an-nau’u النَّوْءُ  -

 inna إنَِّ  -

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia 

Transliterasi pada kalimat Arab yang terdiri dari beberapa kata yang 

belum baku dalam bahasa Indonesia. Lazimnya, istilah atau kalimat yang telah 

menjadi bagian pada pembendaharaan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut 

cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-quran (dari al-Qur’an), Sunnah, khusus 

dan umum. Tetapi, apabila beberapa kata yang menjadi bagian dari satu rangkaian 

teks Arab, maka kata tersebut harus ditransliterasi secara utuh. 

Contoh: 

- Fi Zilal al-Qur’an 

- al-Sunnah qabl al-tadwin 

- al-‘Ibarat bi ‘umum al-lafz la bi khusus al-sabab 
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9. Huruf Kapital 

Sistematika penulisan huruf kapital yang lazimnya biasa digunakan pada 

penulisan dalam bahasa Indonesia yang menyesuaikan dengan EYD, belum secara 

eksplisit digunakan dalam penulisan latin pada bahasa Arab. Tetapi, transliterasi 

bahasa Arab dengan penggunaan huruf kapital pada kalimat tetap mengikuti 

penulisan huruf kapital yang diterapkan pada bahasa Indonesia. Penulisan huruf 

kapital pada kalimat berlaku untuk huruf pertama pada awal kalimat. Kecuali, pada 

kalimat tersebut disertai dengan kata sandang yang dilambangkan dengan tanda 

mendatar, maka penulisan huruf kapital hanya berlaku dengan huruf awal setelah 

dari kata sandang. 

Contoh : 

- Wa mā Muhammadun illā rasl 

- Inna awwalabaitinwuḍi’alinnāsilallażĭbibakkatamubārakan  

- Syahru Ramaḍān al-Lażĭ unzila fĭh al-Qur’ānu  

- Walaqadra’āhubil-ufuq al-Mubĭn  

- Alhamdulillāhirabbil al-‘ālamĭ 

Tetapi, permulaan huruf kapital untuk kata Allah yang ditulis dengan 

kalimat lengkap dalam bahasa Arabnya. Jika tulisan tersebut dengan digabungkan 

dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang ditiadakan, maka huruf 

kapital tidak digunakan. 

Contoh : 

- Naṣrun minallāhi wa fathunqarĭb 

- Lillāhi al-amrujamĭ’an  
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- Wallāhabikullisyai’in ‘alĭm 

10. Tajwid 

Pedoman transliterasi ini juga menginginkan kefasihan saat dibaca, maka 

penulisan transliterasi yang menjadi pedoman tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid. 

Oleh karena itu, penentuan transliterasi dapat disertai dengan panduan tajwid.
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ABSTRAK 

 

Nama  : Khairun Nisa 

NIM  : 02.21.07.21.017 

Judul : Optimalisasi Peran Wakaf Produktif Dalam Mewujudkan     

Kesejahteraan Masyarakat Kota Palu Menurut Undang-

Undang No.41 Tahun 2004 (Studi Pada Kantor Badan Wakaf 

Indonesia (BWI) Kota Palu) 

 

Tesis dengan judul di atas, akan menelaah dua pertanyaan dalam rumusan 

penelitian. Pertama, Bagaimanakah optimalisasi peran wakaf produktif di Kota 

Palu. Kedua, apakah faktor penghambat optimalisasi peran wakaf produktif 

terhadap kesejahteraan masyarakat Kota Palu. 

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan 

yang bersifat kualitatif. Teknik pengumpulan data, yaitu dengan cara mengamati 

langsung di Badan Wakaf Indonesia Kota Palu, selanjutnya dengan melakukan 

wawancara dan dokumentasi sebagai pendukung guna melengkapi informasi 

penelitian. Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian 

data, dan penarikan kesimpulan dari yang umum ke khusus. 

Berdasarkan hasil penelitian menjelaskan: Pertama, olptimalisasi pelran 

wakaf prolduktif di Kolta Palu dilakukan delngan belrbagai cara untuk 

melnyeljahtelrakan masyarakat, yaitu solsialisasi yang tiada helnti, kelgiatan telrselbut 

selngaja dilakukan untuk melndolrolng adanya wakif (pelwakaf) baru. Molbilisasi aselt 

delngan melncari cara agar aselt-aselt umum dapat di kolnvelrsi melnjadi aselt wakaf. 

Badan Wakaf Indolnelsia folkus melningkatkan kapasitas pelnelrima harta belnda 

wakaf (nazir). Melrelka akan dilatih dan dibina ollelh Badan Wakaf Indolnelsia agar 

mampu melngellolla harta belnda wakaf yang tellah dibelrikan. Kedua, wakaf 

prolduktif di Kolta Palu sellama ini bellum belrjalan olptimal, kolndisi telrselbut 

dikarelnakan adanya belbelrapa faktolr pelnyelbab, yaitu masalah pelmahaman 

masyarakat telntang tata cara wakaf, pelngellollaan dan manajelmeln wakaf, belnda 

yang diwakafkan, nazir wakaf dan anggaran dana untuk pelndaftaran selrtifikat 

tanah.  

Implikasi pelnellitian ini adalah bahwa pelmahaman lelbih melndalam telntang 

manajelmeln dan pelngelmbangan wakaf prolduktif baik ollelh masyarakat selcara 

umum maupun ollelh nazir dipelrlukan. Keltika wakaf prolduktif dikellolla delngan 

baik dan belnar, melrelka dapat melnghasilkan selsuatu yang belrmanfaat bagi 

kelmaslahatan umat Islam, khususnya di Kolta Palu. Ini dapat melningkatkan 

kualitas hidup masyarakat. 

Kata Kunci: Wakaf Produktif, Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 dan 

Badan Wakaf Indonesia (BWI) 
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ABSTRACT  

 

Name  : Khairun Nisa 

NIM  : 02.21.07.21.017 

Title : Optimizing the Role of Productive Waqf in Realizing the 

Welfare of the People of Palu City According to Law No. 41 of 

2004 (Study at the Office of the Indonesian Waqf Board (BWI) 

of Palu City) 

 

The thesis with the above title will examine two questions in the research 

formulation. First, how is the optimization of the role of productive waqf in Palu 

City. Second, what are the inhibiting factors of optimizing the role of productive 

waqf for the welfare of the people of Palu City. 

This research uses empirical legal research with a qualitative approach. Data 

collection techniques, namely by observing directly at the Indonesian Waqf Board 

of Palu City, then by conducting interviews and documentation as support to 

complete the research information. Data analysis techniques used are data 

reduction, data presentation, and conclusion drawing from general to specific. 

Based on the results of the study explained: First, the optimization of the 

role of productive waqf in Palu City is carried out in various ways to improve the 

welfare of the community, namely endless socialization, these activities are 

deliberately carried out to encourage new waqifs. Asset mobilization by finding 

ways to convert public assets into waqf assets. The Indonesian Waqf Board 

focuses on increasing the capacity of waqf asset recipients (nazir). They will be 

trained and coached by the Indonesian Waqf Board to be able to manage the waqf 

assets that have been given. Second, productive waqf in Palu City has not been 

running optimally, this condition is due to several causative factors, namely the 

problem of public understanding of waqf procedures, waqf management and 

management, waqf objects, waqf nazir and budget funds for land certificate 

registration. 

This research implies that a deeper understanding of productive waqf 

management and development by both the general public and the nazir is needed. 

When productive waqf is managed well and correctly, they can produce 

something beneficial for the benefit of Muslims, especially in Palu City. This can 

improve the quality of life of the community. 

Keywords: Productive Waqf, Law No. 41 of 2004 and Indonesian Waqf 

Board (BWI) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Dalam hal perekonomian syariah, terdapat tiga bidang utama yang 

dapat digunakan untuk memanfaatkan peluang dan prospek ekonomi syariah.1 Ini 

terdiri dari sektor riil syariah, keuangan syariah, zakat, dan wakaf, yang 

merupakan salah satu ibadah harta yang memiliki potensi ekonomi yang sangat 

besar.2 

Di seluruh dunia, Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk 

Islam terbanyak. Sensus penduduk yang dilakukan oleh BPS menunjukkan bahwa 

237.641.326 orang di Indonesia dan 207.176.180 orang beragama Islam, atau 

87,17% dari populasi.3 Saat ini, Indonesia memiliki 280.205.548 penduduk, 

menurut data Worldometers.4 Selain memiliki mayoritas penduduk Muslim, 

Indonesia juga memiliki luas tanah wakaf terbesar di dunia. Saat ini terdapat 

57.263,69 ha tanah wakaf di Indonesia dengan 440.512 lokasi, 187.575 lokasi 

                                                
1 Taqiyuddin al-Nabhani, Penerjemah Hafidz Abdul Rahman, Sistem Ekonomi Islam, 

(Jakarta: Hizbut Tahrir Indonesia, 2012), 62. 

 
2 Irfan Syauqi Beik, Optimalisasi Potensi Ekonomi Syariah dalam Memacu Pertumbuhan 

Ekonomi Berkeadilan. Disampaikan dalam Seminar Nasional Ekonomi Syariah, Pengembangan 

Ekonomi Syariah di Kota Tangerang Menuju Indonesia Menjadi Pusat Ekonomi Islam Dunia 

2024, PUSPEM Kota Tangerang, 27 Maret 2019. 

 
3 Badan Pusat Statistik, Jumlah dan Distribusi Penduduk, https://sp2010.bps.go.id/, 

(Diakses pada tanggal 24 Oktober 2022, pukul 19.00). 

 
4 Worldometer, Penduduk Indonesia, https://www.worldometers.info/world-

population/indonesia-population/, (Diakses pada tanggal 26 Oktober 2022, pukul 20.00). 

https://sp2010.bps.go.id/
https://www.worldometers.info/world-population/indonesia-population/
https://www.worldometers.info/world-population/indonesia-population/
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belum memiliki sertifikat wakaf dan 252.937 sudah memilikinya.5 Wakaf 

memiliki potensi yang sangat besar sebagai alat untuk pembangunan dan 

penanggulangan kemiskinan di Indonesia karena populasi umat Islam yang cukup 

besar dan luas tanah yang diwakafkan.  

Wakaf adalah filantropi Islam (Islamic philantrophy) yang harus 

dilakukan untuk kebaikan umat. Wakaf sangat berperan dalam pembangunan 

masjid, sekolah, majelis taklim, rumah sakit, panti asuhan, pesantren, dan lembaga 

sosial Islam lainnya sepanjang sejarah Islam. Ada dua aspek wakaf, ibadah 

mahdhah adalah hubungan dengan Allah, dan muamalah adalah hubungan kedua. 

Wakaf memiliki fungsi sosial karena dapat berdampak besar pada masyarakat 

secara keseluruhan, baik muslim maupun non muslim, jika dikelola dengan baik.6 

Wakaf telah ada dalam sejarah Islam sejak zaman Nabi Rasulullah saw. Namun, 

praktik ini baru muncul ketika Nabi Muhammad berhijrah ke Madinah. Rasulullah 

membangun wakaf pertama di Madinah, yaitu Masjid Quba.  

Kemudian, Rasulullah membangun Masjid Nabawi di atas tanah yang 

dia beli dari seorang yatim piatu Qabilah Bani Najjar senilai delapan ratus dirham. 

Namun, setelah Rasulullah saw. wafat wakaf tersebut diurus dengan baik, seperti 

yang terjadi dengan tanah wakaf di Khaibar yang diwakafkan oleh Umar bin 

Khattab ra. Ini berlanjut selama pemerintahan Umayyah, Abbasiyah, dan 

Ottoman. Menurut Boundjellal dalam Afdi Nizar, bukti sejarah menunjukkan 

                                                
5 Kementerian Agama, Jumlah Tanah Wakaf Seluruh Indonesia, 

https://siwak.kemenag.go.id/siwak/tabel_jumlah_tanah_wakaf.php, (Diakses pada tanggal 26 

Oktober 2022, pukul 22.00). 

 
6 Resfa Fitri dan Heni P Wilantoro, Jurnal Al-Muzara’ah: Analisis Prioritas Solusi 

Pengelolaan Wakaf Produktif,  Vol. 6 No. 1,  2018, 42. 

https://siwak.kemenag.go.id/siwak/tabel_jumlah_tanah_wakaf.php
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bahwa pengelolaan dan peningkatan administrasi wakaf telah dilakukan pada 

masa itu, sehingga lembaga wakaf menjadi bagian penting dari kegiatan ekonomi 

pemerintahan.7 Tapi wakaf berkembang sangat lambat di banyak negara muslim 

karena pendudukan kolonial dan runtuhnya kekhalifahan. Fakta ini menjadi lebih 

buruk lagi karena banyak tanah wakaf yang tidak terpakai dan stagnan karena 

salah manajemen dan administrasi yang buruk dari lembaga pengelola wakaf. 

Selain itu, banyak orang yang berwakaf tetapi tidak membentuk 

manajemen wakaf, seperti membentuk lembaga pengawas dan pengontrol atau 

sistem laporan keuangan yang transparan. Ini adalah alasan lain mengapa 

pengelolaan wakaf masih jauh dari harapan.8 Setelah itu, fakta-fakta itu 

mendorong sejumlah negara Muslim untuk mengevaluasi dan merevitalisasi peran 

wakaf. Upaya revitalisasi Turki pada tahun 1987 memungkinkan lembaga wakaf 

mendirikan perusahaan dan mengembangkan wakaf. Hasilnya, lembaga wakaf 

Turki telah mengembangkan harta wakaf mereka menjadi lebih produktif dan 

menghasilkan lebih banyak uang. Mereka telah membangun hotel, pabrik, fasilitas 

budaya dan komersial, rumah usaha, apartemen, dan properti lainnya dalam 

berbagai industri.9  

Pemerintah Saudi Arabia dan Yordania juga menerapkan metode dan 

pendekatan yang sama. Pengelolaan dan pengembangan dilakukan oleh 

                                                
7 Muhammad Afdi Nizar, Pengembangan Wakaf Produktif di Indonesia: Potensi dan 

Permasalahan, Kajian Pusat Kebijakan Sektor Keuangan Badan Kebijakan Fiskal Kementerian 

Keuangan, (Jakarta: PT. Nagakusuma Media Kreatif, 2017), 194. 

 
8 M. Hasballah Thaib, Fiqih Wakaf, (Medan: Konsentrasi Hukum Islam, Program 

Pascasarjana Hukum Universitas Sumatera Utara, 2003), 82. 

 
9 Badan Wakaf Indonesia, Inovasi Pengembangan Wakaf di Berbagai Negara, 

https://bwi.or.id/index.php/ar/publikasi/artikel/222-inovasi-pengembangan-wakaf-diberbagai-

negara.html, (Diakses pada tanggal 26 Oktober 2020, pukul 20.00). 

https://bwi.or.id/index.php/ar/publikasi/artikel/222-inovasi-pengembangan-wakaf-diberbagai-negara.html
https://bwi.or.id/index.php/ar/publikasi/artikel/222-inovasi-pengembangan-wakaf-diberbagai-negara.html
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pemerintah Arab Saudi melalui Majelis Tinggi Wakaf, ini termasuk hotel, tanah, 

rumah, toko, kebun, dan tempat ibadah. Di Yordania, wakaf juga digunakan 

dengan baik dan hasilnya digunakan untuk membangun perumahan baru, 

membangun rumah petani, dan membangun tanah pertanian. 

Beberapa negara seperti Malaysia, Singapura, dan Bangladesh telah 

mengadopsi wakaf yang lebih canggih, yaitu wakaf uang serta properti. Misalnya, 

Social Investment Bank Ltd. (SIBL) telah mengelola wakaf di Bangladesh. Bank 

tersebut telah berkembang pada pasar modal sosial (Social Capital Market) dan 

instrumen keuangan Islam lainnya.10 Di Malaysia, Kerajaan Negeri Johor 

mengelola lembaga wakaf Johor Corporation Berhad (JCorp), yang berfokus 

pada investasi di rumah sakit, saham, dan berbagai sektor ekonomi.11 Di sisi lain, 

seperti yang dikemukakan Abdul Karim dalam tesisnya di Durham University, 

manajemen semua aset wakaf di Singapura berfokus pada pemberdayaan 

masyarakat, melalui lembaga wakaf WAREES (Waqf Real Estate Singapore).12 

Perekonomian Islam di Indonesia telah memasuki fase baru dalam 

kemajuan. Berkembangnya lembaga keuangan dan ekonomi Islam seperti Bank 

                                                
10 Achmad Djunaidi dan Thobieb al-Asyhar, Menuju Era Wakaf Produktif: Sebuah Upaya 

Progresif untuk Kesejahteraan Umat, (Jakarta: Mitra Abadi Press, 2006), 43. 

 
11 Nilna Fauza, Rekonstruksi Pengelolaan Wakaf: Belajar Pengelolaan Wakaf dari 

Bangladesh dan Malaysia, dalam UNIVERSUM, Vol. 9 No. 2 Juli 2015,  169. 

 
12 Muhammad Afdi Nizar, Pengembangan Wakaf Produktif di Indonesia: Potensi dan 

Permasalahan, Kajian Pusat Kebijakan Sektor Keuangan Badan Kebijakan Fiskal Kementerian 

Keuangan, 195. 
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Syariah, Asuransi Syariah, Baitul Maal wa Tamwil (BMT), Pasar Modal Syariah, 

Badan Amil Zakat dan Dana Wakaf adalah penyebabnya.13 

Hal baru dalam tata kelola wakaf di Indonesia adalah pemberdayaan 

dan optimalisasi wakaf produktif. Dibutuhkan organisasi tambahan yang dapat 

bekerja sama dengan lembaga-lembaga yang terkait dengan dunia wakaf agar 

wakaf produktif ini berjalan dengan baik. Selama ini terlihat bahwa pemberdayaan 

dan optimalisasi wakaf memiliki banyak tantangan, terutama dalam hal 

pengelolaan yang telah produktif. Akibatnya, masyarakat yang memerlukannya 

kurang merasakan manfaatnya. Oleh karena itu, optimalisasi dan pemberdayaan 

wakaf harus dialihkan ke wakaf yang produktif melalui tata kelola yang sejalan 

dengan syariat Islam dengan memanfaatkan seluruh potensi yang ada.  

Pemberdayaan dan optimalisasi harta wakaf dapat dilakukan dengan 

berbagai cara, termasuk pasar swalayan, sarana pendidikan, pertokoan, apartemen, 

rumah susun, pembangunan gedung, investasi, teknologi, lindung modal, 

produksi, kemitraan, perdagangan, agrobisnis, pertambangan, perindustrian, dan 

bisnis lain yang tidak bertentangan dengan syariah. Dalam hal pengelolaan harta 

benda wakaf untuk mencapai tujuan wakaf, Pasal 42 Undang-Undang Nomor 42 

Tahun 2004 menetapkan bahwa naẓir wajib mengelola dan mengembangkan harta 

benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya. Selanjutnya, Pasal 

43 menyatakan bahwa pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh 

naẓir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dilakukan sesuai dengan prinsip 

syariah. 

                                                
13 H. Abdul Ghofur, Pengantar Ekonomi Syariah: Konsep Dasar, Paradigma, 

Pengembangan Ekonomi Syariah, (Depok: Rajawali Pers, 2017), 128. 
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Tidak dapat dipungkiri bahwa kebanyakan nazir di Indonesia tidak 

memiliki keahlian yang diperlukan untuk mengelola harta wakaf yang diberikan 

kepada mereka. Hasil survei yang dilakukan CSRC menunjukkan bahwa jumlah 

nazir yang bekerja sepenuhnya sangat kecil (16%). Sebagian besar dari mereka 

bekerja sambilan (84). Mereka memiliki pekerjaan tetap, seperti PNS, swasta, 

pedagang, petani, dan sebagainya, yang harus diprioritaskan bersama dengan 

pekerjaan mereka sebagai nazir.  

Ada 2.519 tanah wakaf di kota Palu tahun 2023 dengan luas 397.40 ha. 

Dengan populasi 373.218 penduduk, banyak wakaf tersebut belum memberikan 

kontribusi yang signifikan ke Kota Palu. Sebenarnya, lembaga wakaf perkotaan 

dapat memanfaatkan aset yang ada untuk wakaf yang menguntungkan. Ada 1.527 

aset wakaf yang sudah bersertifikat memiliki luas 161,56 ha, dan 992 aset wakaf 

yang belum bersertifikat memiliki luas 235,84 ha. Manfaatnya umumnya 

digunakan secara langsung dan bersifat sosial. Misalnya, tanah wakaf yang 

dikelola oleh naẓir digunakan untuk membangun masjid atau mushalla, tanah lain 

digunakan untuk pemakaman umum atau untuk fasilitas pendidikan seperti 

sekolah dan balai pengajian. Wakaf biasanya diberikan manfaat sosial dari segi 

manajemen.  

Wakaf sangat menguntungkan karena tanah wakaf di Kota Palu sangat 

berharga. Tidak diragukan lagi, keuntungan yang diperoleh tidak hanya bersifat 

sosial, tetapi juga akan membuka ruang kerja baru untuk pertumbuhan industri 

rumahan. Oleh karena itu, selain sangat penting untuk melakukan kerentanan 

potensi ekonomi yang dapat dihasilkan dari tanah wakaf tertentu di Kota Palu, 
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juga penting untuk mengidentifikasi masalah utama yang menyebabkan 

pengelolaan wakaf yang efektif masih kurang dilakukan.  

Pengetahuan dan pemahaman tentang wakaf adalah masalah utama 

yang mudah ditemukan. Wakaf masih didefinisikan sebagai barang yang 

diberikan oleh si wakif untuk kepentingan yang memiliki pahala abadi. Naẓir atau 

pengelola wakaf, juga berarti mengelola wakaf secara syar'i seperti sedekah. 

Diduga ada hubungan antara manajemen wakaf oleh naẓir dan pemahaman 

masyarakat tentang wakaf, yang menghasilkan model manajemen wakaf yang 

tidak efektif. Oleh karena itu, pengetahuan dan manajemen wakaf produktif di 

masyarakat dan naẓir harus menggunakan bagaimana perkembangannya. 

Selain itu, ada masalah membuat orang percaya bahwa wakaf produktif 

ini tidak melanggar hukum Islam. Masyarakat tidak yakin bahwa fungsi wakaf 

dapat diperluas karena adanya alasan terikat untuk peruntukan wakaf yang 

dimaksudkan oleh si wakif. Untuk menumbuhkan keyakinan masyarakat bahwa 

wakaf dapat menghasilkan keuntungan finansial, perlu adanya sosialisasi dan 

pengetahuan tentang cara membuat aset wakaf menjadi produktif dan bernilai. 

Pemerintah membentuk BWI sebagai lembaga independen untuk 

membantu meningkatkan dan mengoptimalkan perwakafan nasional melalui UU 

No. 41 Tahun 2004. Tujuan BWI adalah untuk meningkatkan perekonomian 

Indonesia dengan mengembangkan manfaat harta wakaf. Ini termasuk mengubah 

harta wakaf yang tidak produktif menjadi produktif, yang akan menghasilkan 

banyak keuntungan.  
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Berdasarkan pemaparan di atas, penulis membantu menjelaskan potensi 

wakaf Kota Palu untuk mengelola, mengembangkan, dan memanfaatkan harta 

wakaf untuk mendukung tujuan perwakafan Indonesia, yaitu memajukan 

kesejahteraan masyarakat menurut syariah, yang berjudul Optimalisasi Peran 

Wakaf Produktif dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Kota Palu 

Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 (Studi Pada Kantor Badan 

Wakaf Indonesia (BWI) Kota Palu). 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, merumuskan topik penelitian ini 

sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah optimalisasi peran wakaf produktif di Kota Palu? 

2. Apakah faktor penghambat optimalisasi peran wakaf produktif terhadap 

kesejahteraan masyarakat Kota Palu? 

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Secara umum tujuan penelitian ini adalah : 

a. Untuk mendeskripsikan optimalisasi peran wakaf produktif di Kota 

Palu. 

b. Untuk memahami faktor penghambat optimalisasi peran wakaf 

produktif terhadap kesejahteraan masyarakat Kota Palu. 

2. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

a. Secara Teoritis 
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Diharapkan penelitian ini akan berguna untuk penelitian lain 

dan menambah pengetahuan masyarakat, akademisi, organisasi 

masyarakat, dan pemerintah Kota Palu tentang pengelolaan wakaf, 

terutama wakaf yang efektif dan produktif. 

b. Secara Praktis 

Diharapkan penelitian ini akan menemukan solusi hukum dan 

masalah masyarakat terkait pengelolaan wakaf. Ini terkait dengan 

banyak tanah wakaf di Kota Palu yang belum digunakan secara efektif 

dan efisien. 

D. Penegasan Istilah  

Penulis menyatakan beberapa istilah yang digunakan dalam proposal ini 

untuk mencegah pemahaman yang salah, yang berjudul "Optimalisasi Peran 

Wakaf Produktif Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Kota Palu". 

1. Optimalisasi  

Optimalisasi berasal dari kata optimal yang berarti tertinggi, 

terbaik, menjadikan paling baik, menjadikan paling tinggi, paling 

menguntungkan, cara, pengoptimalan proses, tindakan menoptimalkan, 

sehingga optimalisasi bisa diartikan sebagai suatu tindakan untuk 

membentuk sesuatu sebagai sebuah sistem, atau keputusan menjadi lebih 

sempurna, efektif dan fungsional. 
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2. Peran  

Peran berarti sesuatu yang dimainkan atau dijalankan. Peran 

didefinisikan sebagai sebuah aktivitas yang diperankan atau dimainkan oleh 

seseorang yang mempunyai kedudukan atau status sosial dalam organisasi. 

Peran menurut terminologi adalah seperangkat tingkah yang 

diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan dimasyarakat. Dalam bahasa 

Inggris peran disebut “role” yang definisinya adalah “person’s task or duty 

in undertaking”. Artinya tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha 

atau pekerjaan. Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan 

dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. 

3. Wakaf Produktif 

Wakaf produktif adalah harta benda atau pokok tetap yang 

diwakafkan untuk digunakan dalam proses produksi dan hasilnya 

didistribusikan sesuai dengan tujuan wakaf. Misalnya, wakaf tanah untuk 

bercocok tanam, mata air untuk dijual airnya, dan sebagainya. 

4. Kesejahteraan 

Dengan mempertahankan hak dan kewajiban asasi manusia sesuai 

dengan Pancasila, kesejahteraan adalah suatu tata kehidupan dan 

penghidupan sosial baik material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa 

keselamatan, kesusilaan, dan ketenteraman lahir batin yang memungkinkan 

bagi setiap warga negara untuk mewujudkan pemenuhan kebutuhan 

jasmani, rohani, dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri mereka sendiri, 

keluarga, dan masyarakat. 
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5. Masyarakat 

Masyarakat adalah sekelompok orang yang terikat erat oleh sistem, 

tradisi, konvensi, dan hukum tertentu yang sama dan menghidupkan 

kehidupan kolektif, karena kebutuhan dan pengaruh keyakinan, pikiran, dan 

aspirasi tertentu. Karena mereka terikat dengan sistem dan hukum 

masyarakat, perilaku individu tercermin dalam sistem tersebut. 

6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 

Pelngelrtian wakaf telrdapat dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang 

Nolmolr 41 Tahun 2004 telntang wakaf dinyatakan bahwa dalam Undang-

Undang ini yang belrbunyi : wakaf adalah pelrbuatan hukum wakif untuk 

melmisahkan dan/atau melnyelrahkan selbagian harta belnda miliknya untuk 

dimanfaatkan sellamanya atau untuk jangka waktu telrtelntu selsuai delngan 

kelpelntingannya guna kelpelrluan ibadah dan/atau kelseljahtelraan umum 

melnurut syariah. 

E. Garis-Garis Besar Isi 

Untuk membuat penulisan tesis ini lebih sistematis, penulis membagi 

proposal tesis menjadi beberapa bab yang luas dengan sub bab setiap bab. Ini 

dilakukan untuk membuat proposal tesis lebih mudah dipahami. Berikut ini adalah 

susunan bab-bab tersebut: 

Bab Pertama adalah bab pendahuluan yang menguraikan latar belakang 

sebagai alasan mengapa penelitian ini dilakukan, selanjutnya pada bab ini juga 

telah dirumuskan pokok permasalahan yang kemudian akan diteliti kebenarannya 

pada objek penelitian. Dilanjutkan dengan menguraikan tujuan dan manfaat 
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penelitian, membahas penegasan istilah dan menguraikan definisi operasional 

yang digunakan dalam tesis ini, serta garis besar isi. 

Bab Kedua adalah bab kajian pustaka yang terdiri dari penelitian 

terdahulu, kajian teori, serta kerangka pemikiran. Penelitian terdahulu bertujuan 

untuk mempertimbangkan kelayakan penelitian yang akan dilaksanakan dengan 

penelitian sebelumnya. Dipahami bahwa penelitian terdahulu yang baik harus 

sesuai dengan topik atau isu yang akan diteliti. Adapun kajian teori diposisikan 

sebagai alat bantu untuk menjelaskan bahkan menganalisis dari hasil penelitian 

nantinya, dan kajian teori harus menyesuaikan dengan judul yang diangkat. 

Sedangkan kerangka berpikir memberikan gambaran awal untuk mengarahkan 

penelitian yang lebih tepat. Maksudnya, variabel yang diangkat dalam penelitian 

harus saling berkaitan dengan variabel lainnya. Sehingga, peneliti lebih muda 

menjelaskan arah penelitian yang diinginkan lebih difokuskan permasalahan yang 

diangkat pada penelitian. 

Bab Ketiga adalah bab yang menjelaskan metode penelitian yang 

dipilih pada penelitian. Serta bagian yang diuraikan juga meliputi jenis penelitian, 

lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis 

data dan pengecekan keabsahan data. Penelitian ini menggunkan metode 

penelitian kualitatif dengan didasari adanya pemilihan dalam penggunaan desain 

penelitian yakni deskriptif melalui pendekatan analisis hukum empiris. Adapun 

teknik pengumpulan data serta sebagai sumber utamanya adalah dengan cara 

wawancara yang sebelumnya telah dilakukan observasi awal pada lokasi 
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penelitian dengan bertujuan pemilihan Kementerian Agama Kota Palu sebagai 

lokasi penelitian telah tepat dipilih oleh peneliti. 

Bab Keempat adalah bab hasil dan pembahasan yang memuat 

penjelasan mengenai gambaran umum lokasi penelitian, yakni gambaran umum 

Kementerian Agama Kota Palu, serta pada bagian bab ini juga menjawab dan 

menjelaskan terhadap dua pertanyaan dalam penelitian. Pertama, menganalisis 

pengelolaan dan pemberdayaan wakaf produktif di Kota Palu. Kedua, 

menganalisis implikasi wakaf produktif terhadap kesejahteraan masyarakat Kota 

Palu. 

Bab Kelima adalah bab penutup dengan menghasilkan kesimpulan yang 

berfungsi sebagai jawaban terhadap rumusan masalah serta rekomendasi yang 

diberikan oleh penulis untuk mengembangkan lebih lanjut masalah tesis. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Penelitian Terdahulu 

Untuk melnelntukan kelbelnarannya, pelnellitian ini akan melnguraikan 

belbelrapa pelnellitian yang pelmbahasannya cukup mirip delngan subjelk pelnellitian. 

Pelnulis melnelrima belbelrapa artikell akadelmik, baik jurnal, telsis, atau diselrtasi, 

yang seldikit telrkait delngan masalah yang dibahas. Hal ini sangat pelnting karelna 

melnunjukkan bahwa pelnellitian ini belnar-belnar asli dan bukan karya olrang lain. 

Adapun pelnellitian-pelnellitian telrselbut yaitu:  

1. Pelnellitian ollelh Yasin Arielf S. & Tali Tulab dalam jurnalnya Moldell 

Pelngellollaan Tanah Wakaf di Kolta Selmarang. Analisis melnunjukkan 

bahwa belbelrapa praktik wakaf di masyarakat melnghadapi masalah 

dalam hal pellaksanaan wakaf dan pelngellollaan tanah wakaf delngan cara 

yang selsuai delngan prinsip syariah. Pelngellollaan wakaf di kolta 

Selmarang sama delngan yang dilakukan di telmpat lain.  Masjid, selkollah, 

dan makam telrus melnjadi telmpat wakaf masyarakat. Hasil pelnellitian ini 

melnunjukkan bahwa tradisi wakaf adalah telntang tanah. Dari toltal 

tanah wakaf, 49% dibelbaskan untuk musala, 27% untuk masjid, 13% 

untuk selkollah dan pelsantreln, 3% untuk makam, dan 5% untuk lelmbaga 

solsial lainnya. Selmelntara itu, 79% dari tanah wakaf yang ada melmiliki 

selrtifikat.  Selmelntara 21% hanya melnggunakan akta ikrar wakaf.1 

                                                
1 Yasin Arief S. & Tali Tulab, Model Pengelolaan Tanah Wakaf di Kota Semarang, dalam 

Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam, Vol. 2, No. 1, Oktober 2018. 
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2. Pelnellitian ollelh Delwi Angraelni, Pelngellollaan Wakaf Prolduktif pada 

Yayasan Wakaf Univelrsitas Muslim Indolnelsia (UMI), Telsis 

Univelrsitas Islam Nelgelri Alauddin Makassar tahun 2016. Hasil 

pelnellitian melnunjukkan bahwa manajelmeln wakaf YWUMI belrjalan 

delngan baik belrdasarkan kolnselp manajelmeln Islam yang belrsumbelr dari 

lima prinsip dasar, yaitu amanah, fathanah, tablig, siddiq, dan himayah. 

Selbagai lelmbaga wakaf, YWUMI melngellolla aseltnya mellalui tiga pilar 

utama, yakni pelndidikan, usaha, dan kelselhatan. Telsis ini hanya 

melmbahas lelmbaga wakaf belrbasis pelndidikan, YWUMI, yang dikellolla 

ollelh nazir yang kolmpelteln dan belkelrja selsuai delngan peldolman Badan 

Wakaf Indolnelsia. Folkus telsis ini adalah pelngellollaan aselt wakaf dan 

stratelgi pelngelmbangan untuk melnjaga elksistelnsinya. Sellain itu, 

undang-undang yang belrkaitan delngan pelngellollaan wakaf prolduktif 

juga melnjadi subjelk pelnellitian karelna seljauh mana pelnelrapan undang-

undang telrselbut dapat belrdampak pada kelseljahtelraan masyarakat.2 

3. Pelnellitian ollelh Nurul Huda dan kawan-kawan dalam jurnalnya 

Manajelmeln Pelngellollaan Wakaf di Indolnelsia Timur tahun 2016. Hasil 

analisis melnunjukkan bahwa masalah wakaf di Indolnelsia Timur 

telrutama belrkaitan delngan aspelk nazir ini telrkait delngan relndahnya 

kelmampuan nazir untuk melngellolla wakaf.  Sollusi telrbaik bagi nazir 

adalah pellatihan intelnsif dan selrtifikasi di Indolnelsia Timur. Melnurut 

moldell Analytic Hielrarchy Prolcelss (AHP) Indolnelsia Timur, sollusi 

                                                
2 Dewi Angraeni, Pengelolaan Wakaf Produktif pada Yayasan Wakaf Universitas Muslim 

Indonesia (UMI), Tesis, (Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin, 2016). 
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untuk masalah keltiga adalah solsialisasi wakaf mellalui meldia, karelna 

masalah keltiga belrkaitan delngan aspelk wakif, yaitu relndahnya 

pelmahaman wakif. Masalah keldua belrkaitan delngan relgulatolr, yaitu 

biaya APBN yang minimal untuk selrtifikasi wakaf, dan sollusinya 

adalah melningkatkan alolkasi APBN. Masalah dan sollusi yang 

ditelmukan dalam pelngellollaan wakaf belrkaitan delngan pelngellollaan 

wakaf baik ollelh pihak nazir sellaku pelngellolla maupun relgulatolr. 

Hasilnya melnunjukkan bahwa pelnellitian yang ditelrbitkan dalam jurnal 

ini melmiliki kelsamaan dalam hal melnelntukan masalah mana yang 

harus dipriolritaskan dalam pelngellollaan wakaf karelna sangat telrkait 

delngan nazir.3 

4. Pelnellitian ollelh Abdullah Golfar, Pelran Nazir dalam Pelndayagunaan 

Tanah Wakaf (Studi Kasus di Kolta madya Palelmbang). Telsis 

Mahasiswa Prolgram Pascasarjana Univelrsitas Indolnelsia tahun 2014. 

Studi ini melnelmukan bahwa prolsels pelndaftaran tanah wakaf selbagian 

belsar dilakukan ollelh pelmelrintah, dan pelran nazir yang diharapkan 

bellum jellas. Pelraturan pelrundang-undangan melmungkinkan pelncabutan 

nazir tanah wakaf selcara administratif. Selbagian belsar olrang pelrcaya 

bahwa tugas nazir tanah wakaf lelbih banyak belrhubungan delngan 

ibadah. Dalam pelngellollaan tanah wakaf, sistelm kelrja nazir didasarkan 

pada kelbiasaan tanpa instruksi dari pelmelrintah yang melngatur. 

                                                
3 Nurul Huda, dkk, Manajemen Pengelolaan Wakaf di Indonesia Timur, dalam Ekuitas: 

Jurnal Ekonomi dan Keuangan, Vol. 20, No. 1 Maret 2016. 
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Undang-undang melwajibkan pelngellollaan wakaf untuk melnghasilkan 

uang dan melningkatkan nilai aselt melrelka.4 

5. Buku yang belrjudul Pelmbelrdayaan Wakaf Prolduktif (Kolnselp, 

kelbijakan dan Aplikasi) ditulis ollelh Mukhtar Lutfi yang ditelrbitkan 

ollelh Alauddin Univelrsity Prelss di Makassar pada tahun 2012. 

Kelbijakan Undang-Undang Nol. 41 Tahun 2004 telntang wakaf, 

implelmelntasi, dan pelmbelrdayaan wakaf prolduktif, yang selcara luas 

melmbahas kolnselp wakaf prolduktif, khususnya wakaf tunai, belrisi polin 

pelnting dalam melndolrolng poltelnsi wakaf untuk melnguntungkan 

masyarakat.5 

Buku dan pelnellitian selbellumnya melmiliki telma yang sama, yaitu 

wakaf. Melrelka juga melnggunakan meltoldel pelnellitian delskriptif kualitatif.  Karelna 

hal itu telrkait langsung delngan nazir itu selndiri, titik kelnyamanan belrikutnya 

adalah melnelntukan masalah mana yang harus dipriolritaskan dalam pelngellollaan 

wakaf.  Sellanjutnya, pelrsamaan lain, yaitu delngan tujuan melnellusuri manajelmeln 

wakaf di lelmbaga pelngellolla wakaf. 

Pelnellitian ini belrbelda delngan pelnellitian selbellumnya karelna folkus pada 

undang-undang wakaf yang belrlaku untuk lelmbaga pelngellolla wakaf. Karelna 

poltelnsi aselt wakaf yang belgitu belsar, pelrlu dipelriksa bagaimana pelmanfaatan dan 

pelngellollaan wakaf harus dilakukan selcara prolduktif. Sellain itu, juga pelrlu 

dipelriksa bagaimana lelmbaga pelngellolla wakaf melnelrapkan Undang-Undang Nol. 

                                                
4 Abdullah Gofar, Peran Nazir dalam Pendayagunaan Tanah Wakaf: Studi Kasus di Kota 

madya Palembang, Tesis, (Depok: Universitas Indonesia, 2014). 

 
5 Mukhtar Lutfi, Pemberdayaan Wakaf Produktif: Konsep, Kebijakan dan Implementasi, 

(Makassar: Alauddin University Press, 2012). 
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41 Tahun 2004, dan seljauh mana nazir melmahami wakaf selcara prolduktif. 

Kelmudian, melnjadi pelnting untuk melmpellajari melkanismel pelngellollaan wakaf 

karelna wakaf melnghasilkan uang di seltiap aspelk kelhidupan masyarakat, bukan 

hanya di satu selktolr. Delngan delmikian, pelran wakaf itu selndiri dapat 

melningkatkan kelseljahtelraan masyarakat. 

LANDASAN TEORI 

B. Tinjauan Umum Wakaf  

1. Pelngelrtian Wakaf 

a. Melnurut Undang-Undang Nolmolr  41 Tahun 2004  

Pelngelrtian wakaf telrdapat dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-

Undang Nolmolr 41 Tahun 2004 telntang wakaf dinyatakan bahwa dalam 

Undang-Undang ini yang belrbunyi : wakaf adalah pelrbuatan hukum 

wakif untuk melmisahkan dan/atau melnyelrahkan selbagian harta belnda 

miliknya untuk dimanfaatkan sellamanya atau untuk jangka waktu 

telrtelntu selsuai delngan kelpelntingannya guna kelpelrluan ibadah dan/atau 

kelseljahtelraan umum melnurut syariah.6 

b. Melnurut Kajian Hukum Islam 

Kata wakaf belrasal dari bahasa Arab  “waqafa”. Asal kata 

“waqafa” belrarti “melnahan” atau “belrhelnti” atau diam di telmpat atau 

                                                
6 Departemen Agama Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang 

Wakaf, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bina Masyarakat Islam dan Penyelenggara Haji Proyek 

Peningkatan Pemberdayaan Wakaf, 2004), 1. 
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belrdiri. Kata “Waqafa-Yaqifu-Waqfan” sama artinya delngan “Habasa-

Tajbisu-Tahbisan”.7 

Melnurut eltimollolgis, wakaf dapat belrarti harta dan 

melmanfaatkan hasilnya di jalan Allah atau, selpelrti yang diselbutkan 

selbellumnya, melnghelntikan. Yang telrakhir belrarti melnghelntikan selmua 

tindakan yang pada awalnya diizinkan telrhadap harta, selpelrti melnjual, 

melwariskan, melnghibahkan, dan belrtransaksi untuk alasan agama, 

selsuai delngan tujuan wakaf, bukan untuk kelbutuhan si wakif. 

Para ahli fikih belrbelda pelndapat telntang delfinisi wakaf, yang 

melnyelbabkan melrelka belrbelda pelndapat telntang apa selbelnarnya wakaf 

itu selndiri. Belrikut ini adalah belbelrapa delfinisi wakaf: 

1) Imam Abu Hanifah 

Wakaf adalah melnahan barang yang melnurut hukum 

teltap milik wakif untuk manfaat guna kelpelntingan umum.  

Belrdasarkan delfinisi itu, wakif teltap melmiliki harta wakaf. Melrelka 

bahkan melmiliki hak untuk melnariknya kelmbali dan melnjualnya.  

Seltellah wakif melninggal, harta telrselbut akan diwariskan kelpada 

ahli warisnya, selhingga wakaf hanyalah manfaat. Ollelh karelna itu, 

mazhab Hanafi melndelfinisikan wakaf selbagai tidak melmiliki 

selsuatu, teltapi melnyeldelkahkan kelgunaan kelpada suatu pihak 

kelbaikan, baik saat ini maupun di masa delpan.8 

                                                
7 Peter Salim MA, Standard Indonesian-English Dictionary, (Jakarta: Modem English 

Press, 1993), 893. 

 
8 Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu, (Damaskus: Darul Fikr, 2007), 269. 
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2) Imam Maliki 

Melnurut Mazhab Maliki, wakaf tidak dapat mellelpaskan 

harta yang diwakafkan dari kelpelmilikan wakif. Namun, wakaf 

melncelgah wakif mellakukan apa pun yang dapat mellelpaskan 

kelpelmilikannya atas harta telrselbut kelpada olrang lain. Akibatnya, 

wakif belrkelwajiban untuk melnyeldelkahkan manfaatnya dan tidak 

dapat melnarik kelmbali wakafnya. Manfaat harta yang dimiliki ollelh 

wakif dapat digunakan ollelh pelnelrima wakaf, baik dalam belntuk 

upah maupun selbagai hasil wakaf. 

Wakaf dilakukan delngan melmikirkan lafaz wakaf pada 

waktu telrtelntu selsuai delngan kelinginan pelmilik harta. Delngan kata 

lain, pelmilik harta melnahan belnda itu dari digunakan selcara 

pribadi, teltapi melmbiarkan wakif melnggunakan hasilnya untuk 

tujuan kelbaikan. Wakaf itu belrlaku untuk suatu masa telrtelntu dan 

ollelh karelna itu tidak bisa disyaratkan selbagai wakaf kelkal.9 

3) Imam Syafi’i dan Imam Ahmad bin Hambal 

Melnurut Imam Syafi'i dan Ahmad Hambal, wakaf 

adalah mellelpaskan harta yang diwakafkan dari kelpelmilikan wakif 

seltellah prolsels wakaf sellelsai. Wakif tidak bollelh melmpelrlakukan 

harta yang diwakafkan delngan cara yang sama selpelrti pelmilik, 

apakah itu ditukar atau tidak. Hal-hal yang diwakafkan ollelh wakif 

tidak dapat diwariskan ollelh ahli warisnya seltellah melrelka 

                                                
9 Ibid, 272. 
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melninggal dunia. Wakif melmbelrikan manfaat dari harta yang 

diwakafkannya kelpada mauquf alaih (yang dibelri wakaf) selbagai 

seldelkah yang melngikat, dan tidak ada yang melnghalangi wakif 

untuk mellakukannya. 

Hakim belrhak melmaksanya untuk melmbelrikannya 

kelpada mauquf alaih jika wakif mellarangnya. Karelna mazhab 

Syafi'i melndelfinisikan wakaf selbagai tidak mellakukan selsuatu atas 

yang belrstatus selbagai milik Allah swt. delngan melnyeldelkahkan 

gunanya kelpada suatu kelbajikan. 

4) Mazhab Imamiyah 

Mazhab Imamiyah adalah melndelfinisikan wakaf selrupa 

delngan mazhab Syafi'i dan Imam Hambal, teltapi belrbelda dalam hal 

kelpelmilikan belnda yang diwakafkan, yaitu milik mauquf alaih 

(yang dibelri wakaf), melskipun mauquf alaih tidak melmiliki hak 

untuk mellakukan apa pun delngan belnda wakaf, baik itu 

melnjualnya atau melnghabiskannya.10 

Sellain delfinisi melnurut fikih klasik, wakaf juga didelfinisikan 

dalam Pelraturan Pelmelrintah Nolmolr 28 Tahun 1977. Melnurut pelraturan ini, 

wakaf adalah pelrbuatan hukum selselolrang atau badan hukum yang 

melmisahkan selbagian dari kelkayaannya yang belrupa tanah milik dan 

                                                
10 Departemen Agama Republik Indonesia, Paradigma Baru Wakaf di Indonesia, (Jakarta: 

Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2007),  2-4. 
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mellelmbagakannya untuk sellama-lamanya untuk kelpelntingan agama atau 

kelpelrluan umum lainnya.11  

Dan dalam Kolmpilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 215 ayat (1), 

Wakaf adalah pelrbuatan hukum selselolrang atau kellolmpolk olrang atau badan 

hukum yang mellelpaskan selbagian aseltnya untuk sellama-lamanya untuk 

tujuan ibadah atau kelbutuhan umum lainnya selsuai delngan ajaran Islam.12 

Seldangkan melnurut Undang-Undang Wakaf Nolmolr 41 Tahun 2004, wakaf 

adalah pelrbuatan hukum wakif untuk melmisahkan selbagian harta belnda 

miliknya untuk dimanfaatkan sellamanya atau dalam jangka waktu telrtelntu 

selsuai kelpelntingannya guna kelpelrluan ibadah dan/atau kelseljahtelraan umum 

melnurut syariah. 

2. Dasar Hukum Wakaf 

a. Al-Quran 

Al-Quran tidak melnyelbutkan wakaf selcara elksplisit. 

Selbaliknya, itu melnyelbutkannya dalam pelngelrtian umum. Ayat-ayat al-

Quran telntang kelbaikan seldelkah, infak, dan amal jariah digunakan ollelh 

para ulama fikih selbagai dasar hukum wakaf Islam. Melnurut para 

ulama, wakaf sudah telrmasuk dalam lingkup ayat-ayat al-Quran 

belrikut: 

Q.S Al-Imran (3):92, Allah swt. belrfirman: 

ا تحُِبُّونَ ۚ وَمَا تنُفِقُ  َ  فإَنَِّ ٱن شَىْء   مِ وا۟ لنَ تنَاَلوُا۟ ٱلْبرَِّ حَتَّىٰ تنُفِقوُا۟ مِمَّ   بهِۦِ عَلِيم ٌۭ   للَّّ

                                                
11 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977, Perwakafan Tanah Milik, Pasal 1 Ayat 1. 

 
12 Mahkamah Agung Republik Indonesia, Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta: Direktorat 

Jenderal Badan Peradilan Agama, 2015), 101. 
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Telrjelmahnya: 

Kamu selkali-kali tidak sampai kelpada kelbajikan (yang 

selmpurna), selbellum kamu melnafkahkan selbagian harta yang 

kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka 

Selsungguhnya Allah melngeltahuinya.13 

 

Tafsir: 

Waki’ di dalam kitab tafsirnya melriwayatkan dari Syarik, dari 

Abu Ishaq, dari Amr Ibnu Maimun selhubungan delngan firman-Nya : 

kalian selkali-kali tidak sampai kelpada kelbajikan (yang selmpurna). 

(Ali-Imran:92) Yang dimaksud delngan al-birr ialah surga.14 

Melnurut Imam Ahmad, dia melncelritakan kelpada kami Rauh 

dan Malik, dari Ishaq dan Abdullah Ibnu Thalhah. Dia tellah melndelngar 

dari Anas Ibnu Malik bahwa Abu Thalhah adalah selolrang ansar yang 

melmiliki harta paling banyak di Madinah, dan Bairuha selbuah kelbun 

kurma yang telrleltak di delpan Masjid Nabawi adalah harta yang paling 

dicintainya. Nabi Muhammad selring melngunjungi kelbun dan melminum 

airnya yang selgar dan tawar. Sahabat Anas r.a mellanjutkan kisahnya, 

bahwa seltellah diturunkan firman-Nya yang melngatakan : Kalian selkali-

kali tidak akan sampai kelpada kelbajikan (yang selmpurna) selbellum 

kalian melnafkahkan selbagian harta yang kalian cintai. (Ali-Imran:92)  

Lalu Abu Thalhah belrkata, “Wahai Rasulullah, selsungguhnya 

Allah swt. tellah belrfirman : ‘Kalian selkali-kali tidak sampai kelpada 

                                                
13 Kementerian Agama, Al-Qur’an dan Terjemah, (Jakarta: Yayasan Islam Bina Umat, 

2019), 62. 

 
14 Tafsir Ibnu Katsir, Tafsir Surah Ali Imran Ayat 92, 2015, www.ibnukatsironline.com, 

(diakses pada 3 November 2023, pukul 16.30). 

http://www.ibnukatsironline.com/
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kelbajikan (yang selmpurna) selbellum kalian melnafkahkan harta yang 

kalian cintai’, dan kelbun Bairuha ini adalah harta yang paling aku 

cintai, dan selkarang aku seldelkahkan itu untuk melnjadi sarana untuk 

mellakukan kelbaikan dan selbagai simpananku di sisi Allah. Jadi, wahai 

Rasulullah, tollolng gunakannya selsuai delngan pelrintah Allah. “Maka 

Nabi saw. melnjawab mellalui sabdanya : Wah, wah, itu harta yang 

melnguntungkan, itu harta yang melnguntungkan; dan aku tellah 

melndelngarnya, teltapi aku belrpelndapat helndaklah kamu 

melmbelrikannya kelpada kaum kelrabatmu.  

Abu Thalhah melnjawab, “Akan aku lakukan selkarang, wahai 

Rasulullah”. Abu Thalhah kelmudian melmbagikannya kelpada saudara-

saudaranya dan anak-anak pamannya. Imam Bukhari dan Imam Muslim 

melngelmukakan hadis ini. 

Q.S Al-Baqarah (2):261 

بلَُ  بتَتَْ سَبْعَ سَناَبلَِ فىِ كلُ ِ سنُ  ِ كَمَثلَِ حَبَّة  أنَ  لَهُمْ فىِ سَبيِلِ ٱللَّّ ثلَُ ٱلَّذِينَ ينُفِقوُنَ أمَْوَٰ ا۟ئةَُ حَبَّة   ۗ وَٱمَّ ُ ة   م ِ للَّّ

سِع  عَلِيم    ُ وَٰ عِفُ لِمَن يَشَاءُٓ ۗ وَٱللَّّ  يضَُٰ

Telrjelmahnya: 

Pelrumpamaan (nafkah yang dikelluarkan ollelh) olrang-olrang 

yang melnafkahkan hartanya di jalan Allah[166] adalah 

selrupa delngan selbutir belnih yang melnumbuhkan tujuh bulir, 

pada tiap-tiap bulir selratus biji. Allah mellipat gandakan 

(ganjaran) bagi siapa yang Dia kelhelndaki. dan Allah Maha 

Luas (karunia-Nya) lagi Maha melngeltahui.15 

 

 

 

                                                
15 Kementerian Agama, Al-Quran dan Terjemah, (Jakarta: Yayasan Islam Bina Umat, 

2019), 44. 
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Tafsir: 

 

 ِ  yakni dalam jihad untuk ,(di jalan Allah) فىِ سَبيِلِ ٱللَّّ

melninggikan kalimat Allah. 

 yakni selumpama ,(selrupa delngan selbutir belnih) كَمَثلَِ حَبَّة  

selolrang peltani biji-bijian. Dan yang dimaksud delngan tujuh tangkai 

adalah tangkai yang kelluar dari satu batang lalu belrcabang melnjadi 

tujuh cabang dan di seltiap cabang telrdapat tujuh tangkai. 

عِفُ لِمَن يَشَاءُٓ ۗ  ُ يضَُٰ  Allah mellipat gandakan (ganjaran) bagi) وَٱللَّّ

siapa yang Dia kelhelndaki), yakni mellipat gandakan yang tujuh ratus itu 

delngan kellipatan yang banyak bagi yang melnjaga adab-adab dari apa 

yang diisyaratkan ollelh ayat-ayat seltellah ini dan yang melnginfakkan 

harta untuk melninggikan kalimat Allah. 

Dan al-Quran tellah melnyelbutkan bahwa kelbaikan dilipat 

gandakan delngan selpuluh kali lipatnya. Dan ayat ini melnunjukkan 

bahwa belrinfak untuk kelpelntingan belrjihad kelbaikannya adalah tujuh 

ratus kali, selhingga melnjadi selpuluh kali lipat dari yang lainnya. 

Imam Ahmad melriwayatkan dari Iyadh bin Ghatif ia belrkata: 

kami masuk kelpada Abu Ubaidah untuk melnjelnguknya yang melngelluh 

sakit pinggang yang melnyelrangnya, seldang istrinya belrada di sisi 

kelpalanya. Kami belrtanya, bagaimana Abu Ubaidah mellelwati malam? 

Istrinya melnjawab: delmi Allah dia tellah mellelwati malam delngan 

melndapat pahala. Lalu Abu Ubaidah melnjawab, aku tidak mellelwati 

malam delngan melndapat pahala, dan dia waktu itu melnghadap kel 
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telmbolk kelmudian dia pun melnghadap kel olrang-olrang sambil belrkata: 

tidakkah kalian belrtanya apa yang aku katakan tadi? Aku tellah 

melndelngar Rasulullah belrsabda: “barang siapa yang belrinfak di jalan 

Allah maka akan digandakan melnjadi tujuh ratus kali, dan barang siapa 

yang belrinfak untuk dirinya, atau melnjelnguk olrang sakit, atau 

melnjauhkan selsuatu yang melnghalangi jalan maka kelbaikannya 

digandakan selpuluh kali dan puasa adalah pelrisai sellama dia tidak 

mellubanginya, dan barang siapa yang diuji Allah delngan ujian pada 

badannya maka baginya ampunan dari dolsa”.16 

b. Hadis  

Tidak ada ayat dalam Al-Quran yang belrbicara telntang 

wakaf. Selbaliknya, hadis-hadis dari Nabi Muhammad saw. melmbelrikan 

pelnjellasan yang jellas telntang dasar hukum wakaf dan statusnya selbagai 

seldelkah jariah. Di antara hadis-hadis telrselbut adalah dari Abu Hurairah 

r.a, ia belrkata bahwa Rasulullah saw belrsabda : 

َ مِنْ ثلَاَ ثةَ  اشَْياَءَ صَدقَةَ  جَارِيَّة  اوَْ عِلْم  ينَْتفََعُ بهِِ اوَْ وَلَد  اِذاَ مَاتَ الِِْنْسَانُ انْ  قطََعَ عَمَلهَُا الِِ 

  صَالِح  يَدعُْوْلَهُ )رواه مسلم(

 

Artinya :  

Jika selselolrang melninggal dunia, maka telrputuslah amalnya 

kelcuali tiga pelrkara yaitu seldelkah jariah, ilmu yang 

                                                

16 Syaikh Dr. Muhammad Al-Asyqar, Zubdatut Tafsir Min Fathil Qadir, Universitas Islam 

Madinah, https://tafsirweb.com/1027-surat-al-baqarah-ayat-261.html, (diakses pada 3 November 

2023, 16.30). 

https://tafsirweb.com/1027-surat-al-baqarah-ayat-261.html
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belrmanfaat, dan anak salelh yang melndolakan keldua olrang 

tuanya. (H.R. Muslim)17 

Pelmahaman telntang wakaf tidak belgitu telgas telrlihat dari 

belbelrapa ayat Al-Quran dan hadis Nabi, selhingga telrdapat seldikit 

hukum-hukum wakaf yang dapat diambil dari keldua sumbelr telrselbut. 

Ollelh karelna itu, ajaran wakaf ini selbaiknya dileltakkan pada wilayah 

ijtihadi daripada ta'abbudi. Hal ini khususnya belrlaku untuk aspelk 

pelngellollaan, jelnis wakaf, syarat, pelruntukan, dan hal lainnya.18 

Melskipun delmikian, seldikitnya ayat Al-Quran dan hadis 

Nabi telntang wakaf mampu melnjadi panduan para ahli fikih Islam 

dalam melngelmbangkan hukum-hukum wakaf seljak zaman Khulafaur 

Rasyidin hingga saat ini. Hal ini dilakukan delngan melnggunakan 

meltoldel pelnggalian hukum (ijtihad). Selbagian belsar hukum-hukum 

wakaf dalam Islam diteltapkan mellalui hasil ijtihad, selpelrti qiyas, 

maslahah mursalah, dan lain-lain. Para ulama selring melnafsirkan 

wakaf selbagai belntuk seldelkah jariah, yaitu amal ibadah yang 

melmbelrikan pahala telrus melnelrus sellama masih bisa dimanfaatkan ollelh 

kelhidupan manusia.19 

Maka, keltika suatu hukum atau ajaran Islam telrmasuk dalam 

katelgolri ijtihadi, maka ia melnjadi sangat flelksibell dan telrbuka telrhadap 

pelnafsiran-pelnafsiran baru, selrta belrolrielntasi pada masa delpan. Ollelh 

                                                
17 Abdul Rahman Ghazali, Fiqh Muamalat, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), 177. 

 
18 Departemen Agama Republik Indonesia, Fiqih Wakaf, (Jakarta: Direktorat Pembinaan 

Wakaf, 2007), 14 

 
19 Ibid, 27. 
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karelna itu, wakaf selbagai salah satu ajaran Islam yang masuk dalam 

wilayah ijtihadi melmiliki poltelnsi belsar untuk dikelmbangkan selsuai 

delngan kelbutuhan zaman. Telrlelbih lagi, ajaran wakaf telrmasuk dalam 

muamalah yang melmiliki jangkauan yang sangat luas, telrutama dalam 

pelngelmbangan elkolnolmi lelmah. 

Dalam kolntelks kelkuatan hukum, melskipun ajaran wakaf 

dianggap selbagai anjuran (sunah), namun selbelnarnya melmiliki 

kelkuatan yang belsar dalam melndolrolng kelseljahtelraan masyarakat selcara 

luas. Ollelh karelna itu, selbagai bagian dari wilayah ijtihadi, ajaran wakaf 

dapat melnjadi pelndukung yang tidak belrsifat manajelrial dan dapat 

dikelmbangkan dalam pelngellollaannya selcara olptimal.20 

c. Hukum Wakaf di Indolnelsia 

Adapun dasar hukum pelrwakafan di Indolnelsia diatur di 

dalam pelraturan pelrundang-undangan selbagai belrikut:  

1) Undang-Undang Nolmolr 5 Tahun 1960 tanggal 24 Selptelmbelr 

1960 telntang Dasar Polkolk-polkolk Agraria. Pasal 49 ayat (1) 

melmbelrikan isyarat bahwa pelrwakafan tanah milik 

dilindungi dan diatur delngan pelraturan pelmelrintah.  

2) Pelraturan Pelmelrintah Nolmolr 10 Tahun 1961 tanggal 23 

Marelt Tahun 1961 telntang pelndaftaran tanah, karelna 

pelraturan ini belrlaku umum, maka telrkelna juga di dalamnya 

melngelnai pelndaftaran tanah wakaf.  

                                                
20 Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Paradigma Baru Wakaf di Indonesia, (Jakarta: 

Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2007), 27. 
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3) Pelraturan Pelmelrintah Nolmolr 30 Tahun 1963 telntang 

pelnunjukan badan-badan hukum yang dapat melmpunyai hak 

milik dan syarat-syaratnya.  

4) Pelraturan Pelmelrintah Nolmolr 28 Tahun 1977 Tanggal 17 Meli 

1977 telntang pelrwakafan tanah milik.  

5) Pelraturan Melntelri Dalam Nelgelri Nolmolr 6 Tahun 1977 

tanggal 26 Nolvelmbelr 1977 telntang pelndaftaran tanah 

melngelnai pelrwakafan tanah milik.  

6) Pelraturan Melntelri Agama Nolmolr 1 Tahun 1978 telntang 

Pelraturan Pellaksanaan Pelraturan Pelmelrintah Nolmolr 28 

Tahun 1977 tanggal 10 Januari 1978 telntang pelrwakafan 

tanah milik.21 

7) Pelraturan Melntelri Dalam Nelgelri Nolmolr 12 Tahun 1978 

tanggal 3 Agustus 1978 telntang pelnambahan keltelntuan 

melngelnai biaya pelndaftaran tanah badan-badan hukum 

telrtelntu pada Pelraturan Melntelri Dalam Nelgelri Nolmolr 2 

Tahun 1978.  

8) Instruksi Belrsama Melntelri Agama dan Melntelri Dalam Nelgelri 

Nolmolr 1 Tahun 1978 tanggal 23 Januari 1978 telntang 

Pellaksanaan Pelraturan Pelmelrintah Nolmolr 28 Tahun 1977 

telntang pelrwakafan tanah milik.  

                                                
21 Muhammad Sadi Is dan Sofyan Hasan, Hukum Zakat dan Wakaf di Indonesia, 

(Palembang: Kencana, 2021), 117. 
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9) Kelputusan Melntelri Agama Nolmolr 73 Tahun 1978 tanggal 9 

Agustus 1978 telntang pelndellelgasian welwelnang kelpala 

kantolr wilayah Nelgara Indolnelsia untuk melngangkat atau 

melmbelrhelntikan seltiap kelpala kantolr urusan agama 

kelcamatan selbagai Peljabat Pelmbuat Akta Ikrar Wakaf 

(PPAIW).  

10) Instruksi Melntelri Agama Nolmolr 3 Tahun 1979 tanggal 19 

Juni 1979 telntang Pellaksanaan Kelputusan Melntelri Agama 

Nolmolr 73 Tahun 1978.  

11) Surat Direlktolrat Jelndelral Bimbingan Islam dan Urusan Haji 

Nol. D11/5/ElD/4/980 tanggal 25 Juni 1980 telntang pelmakaian 

matelrai delngan lampiran surat Dirjeln Pajak Nol. 5- 

624/Pj.331/1980 tanggal 29 Meli 1980 yang melnelntukan jelnis 

folrmulir wakaf nama yang belbas matelrai dan jelnis folrmulir 

nama yang dikelnai bela matelrai dan belbelrapa belsar bela 

matelrai. 

12) Surat Direlktolrat Jelndelral Bimbingan Masyarakat Islam dan 

Urusan Haji Nol. D11/1981 tanggal 16 April 1961 telntang 

pelruntukan pelmbelrian nolmolr pada folrmulir pelrwakafan 

tanah.  

13) Surat Direlktolrat Jelndelral Bimbingan Masyarakat Islam dan 

Urusan Haji Nol. D11/Eld/07/1981 Kelpala Gubelrnur, Kelpala 

Daelrah Tingkat 1 di selluruh Indolnelsia, telntang pelndaftaran 
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pelrwakafan tanah milik dan pelrmolholnan kelgiatan 

pelmbelbasan dari selmua pelmbelbanan biaya.  

14) Instruksi Prelsideln Nolmolr 1 Tahun 1991 telntang Kolmpilasi 

Hukum Islam.  

15) Fatwa DSN-MUI Nolmolr 2 Tahun 2002 telntang Wakaf Uang 

16) Undang-Undang Nolmolr 41 Tahun 2004 telntang Wakaf  

17) Pelraturan Pelmelrintah Nolmolr 42 Tahun 2006 telntang 

pellaksanaan Undang-Undang Nolmolr 41 Tahun 2004 telntang 

Wakaf.22 

Belrdasarkan relgulasi-relgulasi di atas melnunjukkan bahwa 

pelrwakafan di Indolnelsia melrupakan suatu hal yang diatur selcara selrius 

dan telrdapat banyak pelraturan yang melngatur melngelnai pelrwakafan 

untuk mellindungi dan melngatur wakaf tanah milik dan wakaf uang. 

3. Syarat dan Rukun Wakaf 

Melnurut pandangan fikih, wakaf akan dianggap sah jika sudah 

melmelnuhi elmpat rukun dan syaratnya, yaitu wakif (olrang yang mellakukan 

wakaf), mauquf bih (barang atau harta yang diwakafkan), mauquf alaih 

(pihak yang melndapatkan manfaat dari wakaf atau pelruntukan wakaf), dan 

sighat (pelrnyataan atau pelngakuan wakif selbagai kelhelndak untuk 

mellakukan wakaf). 23 

 

                                                
22 Ibid, 118. 

 
23 Zul Fitriani Umari Qodariah Barkah, Peny Cahaya Azwari, dan Saprida, Fikih Zakat, 

Sedekah, dan Wakaf, (Jakarta: Kencana, 2020),207. 
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a. Syarat wakif (olrang yang melwakafkan tanah).  

Wakif adalah individu yang melmbelrikan wakaf dari harta 

miliknya. Selbagai pellaku wakaf, wakif melmelgang kelndali pelnuh 

telrhadap harta yang akan di wakafkan. Untuk melnjadi wakif selselolrang 

harus melmiliki kelmampuan dalam melnggunakan hartanya. 

Kelmampuan telrselbut telrdiri dari elmpat kritelria yaitu:24 

1) Melrdelka  

Wakaf yang dilakukan ollelh selolrang budak (hamba 

sahaya) dianggap tidak sah karelna wakaf adalah pelngalihan hak 

milik delngan melmbelrikan hak milik telrselbut kelpada olrang lain. 

Namun, melnurut Abu Zahrah, para fuqaha selpakat bahwa selolrang 

budak dapat melwakafkan hartanya jika melndapatkan izin dari 

tuannya karelna budak telrselbut melwakili tuannya. Bahkan melnurut 

Adz-Dzahiri, budak juga bisa melmiliki selsuatu yang dipelrbollelhkan 

mellalui warisan atau tabarru’ (pelmbelrian sukarella). Jika budak 

telrselbut melmiliki selsuatu yang sah untuk dimiliki, maka ia juga 

belrhak untuk melmbellanjakan miliknya telrselbut dan karelna itu, ia 

dipelrbollelhkan untuk melwakafkan hartanya, melskipun hanya 

selbagai tabarru’ saja.25 

 

                                                
24 Faisal Haq dan Saiful Anam, Hukum Wakaf dan Perwakafan di Indonesia, (Pasuruan: 

Garuda Buana Indah, 1994), 17. 

 
25 Departemen Agama Republik Indonesia, Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf 

Produktif Strategis di Indonesia, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Islam dan 

Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2007), 22. 
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2) Belrakal Selhat  

Melnurut hukum, wakaf yang dilakukan ollelh olrang 

yang tidak belrakal selpelrti olrang gila tidak sah. Olrang yang tidak 

belrakal tidak melmiliki kelmampuan untuk melmahami dan 

mellakukan akad selrta tindakan lainnya. Belgitu juga delngan olrang 

yang lelmah melntal (idiolt), yang keladaan akalnya belrubah karelna 

faktolr usia, sakit, atau kelcellakaan, maka wakaf yang dilakukan 

tidak sah karelna akalnya tidak selmpurna dan tidak cakap untuk 

melnggugurkan hak miliknya. 

3) Delwasa (balig)  

Pelrwakafan yang dilakukan ollelh anak di bawah usia 

delwasa (balig) dianggap tidak sah melnurut hukum, karelna melrelka 

dianggap tidak melmiliki kelmampuan untuk mellakukan pelrjanjian 

dan melngalihkan hak miliknya.  

4) Tidak belrada di bawah pelngampuan (bolrols atau lalai)  

Olrang yang belrada di bawah pelngampuan dianggap 

tidak mampu mellakukan kelbaikan selcara sukarella (tabarru’), ollelh 

karelna itu wakaf yang dilakukan ollelh melrelka dianggap tidak sah. 

Melnurut istihsan, wakaf yang dilakukan ollelh olrang yang belrada di 

bawah pelngampuan telrhadap dirinya selndiri sellama hidupnya 

dianggap sah. Pelngampuan belrtujuan untuk melnjaga harta wakaf 
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agar tidak disalahgunakan dan melnjaga individu telrselbut agar tidak 

melnjadi belban bagi olrang lain.26 

b. Syarat Mauquf Bih (barang atau harta yang diwakafkan)  

Untuk melmelnuhi syarat sahnya wakaf, belnda yang 

diwakafkan harus belrnilai, tahan lama, dan hak miliknya murni milik 

wakif. Jadi, mauquf akan dianggap sah jika melmelnuhi kritelria selbagai 

belrikut:  

1) Belnda harus melmpunyai nilai guna. Dalam hukum Islam, 

wakaf tidak sah apabila belnda yang diwakafkan dianggap 

tidak melmiliki nilai atau manfaat melnurut syariat, selpelrti 

belnda-belnda yang telrlarang selpelrti narkoltika dan barang-

barang haram lainnya. 

2) Belnda teltap atau belnda belrgelrak umumnya, gollolngan Syafi'i 

melngacu pada kelkelkalan fungsi atau manfaat dari harta 

dalam mellakukan wakaf, baik itu belnda tak belrgelrak, belnda 

belrgelrak, atau belnda yang dimiliki belrsama.  

3) Belnda yang diwakafkan harus jellas (dikeltahui). Saat telrjadi 

akad wakaf, belnda yang akan diwakafkan bisa diteltapkan 

delngan cara melnyelbutkan jumlah uang telrtelntu, misalnya 

selratus juta rupiah, atau delngan melnyelbutkan nisab untuk 

belnda telrtelntu, selpelrti selparuh tanah yang dimiliki. Wakaf 

yang tidak selcara jellas melnelntukan belnda yang akan 

                                                
26 Ibid, 22. 



35 

 

diwakafkan dianggap tidak sah, misalnya melwakafkan tanah 

yang dimiliki atau seljumlah buku.  

4) Belnda yang diwakafkan belnar-belnar tellah melnjadi milik 

teltap si wakif keltika telrjadi akad wakaf. Melwakafkan barang 

yang bellum melnjadi milik selselolrang atau masih dalam prolsels 

selngkelta atau jaminan jual belli tidak sah melnurut hukum. 

Colntolhnya adalah melwakafkan tanah yang masih dalam 

pelrsellisihan atau jaminan jual belli. 

c. Syarat Mauquf Alaih (pihak yang dibelri wakaf/pelruntukan wakaf)  

Mauquf alaih melrujuk pada tujuan wakaf. Wakaf harus 

dimanfaatkan dalam batas-batas yang diizinkan ollelh hukum Islam, 

karelna pada dasarnya wakaf melrupakan suatu tindakan yang 

melndelkatkan manusia kelpada Tuhan. Ollelh karelna itu, mauquf alaih 

(pelnelrima wakaf) haruslah pihak amal. Para fikih selpakat bahwa wakaf 

kelpada olrganisasi amallah yang melmbuat wakaf selbagai tindakan 

ibadah yang melndelkatkan manusia kelpada Tuhan. Namun, telrdapat 

pelrbeldaan pelndapat di antara para fikih melngelnai apakah tindakan 

ibadah ini harus didasarkan pada kelyakinan Islam, kelyakinan wakif, 

atau kelduanya, yaitu didasarkan pada kelyakinan Islam dan kelyakinan 

wakif.  

1) Mazhab Hanafi melnsyaratkan bahwa mauquf alaih harus 

ditujukan untuk ibadah yang selsuai delngan pandangan Islam 
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dan kelyakinan wakif. Jika salah satu dari kelduanya tidak 

telrpelnuhi, maka wakaf telrselbut tidak sah. Ollelh karelna itu:  

a) Wakaf olrang Islam hanya sah apabila ditujukan untuk 

selmua simboll-simboll Islam dan pihak-pihak kelbajikan, 

selpelrti olrang miskin, rumah sakit, telmpat pelnampungan, 

dan selkollah. Namun, wakaf untuk tujuan lain sellain 

simboll-simboll Islam dan pihak-pihak kelbajikan tidak 

sah, selpelrti klub judi. 

b) Di sisi lain, wakaf noln-Muslim hanya sah apabila 

ditujukan untuk pihak kelbajikan umum, selpelrti 

pelmbangunan masjid, biaya masjid, bantuan kelpada 

jamaah haji, dan seljelnisnya yang selsuai delngan 

pandangan Islam. Ollelh karelna itu, wakaf untuk tujuan 

sellain pihak kelbajikan umum dan telmpat ibadah dalam 

pandangan agamanya tidak sah, selpelrti pelmbangunan 

gelrelja dan pelngurusan gelrelja. Hal ini selsuai delngan ayat 

yang melnyatakan bahwa pahala seldelkah jariah akan 

telrus melngalir bagi olrang yang Muslim, seldangkan bagi 

noln-Muslim tidak ada pahalanya.  

2) Mazhab Maliki melneltapkan syarat bahwa pelnelrima wakaf 

harus ditujukan untuk ibadah selsuai delngan pandangan wakif. 

Untuk wakif muslim, sah jika wakaf ditujukan untuk selmua 

syiar Islam dan badan solsial umum, seldangkan wakaf noln-
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Muslim tidak sah jika ditujukan untuk masjid dan syiar-syiar 

Islam.27 

3) Mazhab Syafi'i dan Hambali melnsyaratkan bahwa pelnelrima 

manfaat wakaf (mauquf alaih) harus digunakan untuk ibadah 

melnurut pandangan Islam, tanpa melmpelrtimbangkan 

kelyakinan wakif. Selhingga, wakaf yang sah adalah wakaf 

dari Muslim maupun noln-Muslim untuk badan-badan solsial 

selpelrti telmpat pelnampungan, telmpat pelristirahatan, dan 

badan kelbajikan dalam Islam selpelrti masjid. Seldangkan 

wakaf yang tidak sah adalah wakaf Muslim maupun noln-

Muslim untuk badan-badan solsial yang tidak seljalan delngan 

Islam selpelrti gelrelja.28 

d. Sighat (Pelrnyataan Lafaz Pelnyelrahan Wakaf/Ikrar Wakaf) 

Sighat melrujuk pada selgala belntuk ucapan, tulisan, atau 

isyarat yang digunakan ollelh selselolrang untuk melnyatakan kelhelndak dan 

melnjellaskan apa yang diinginkannya dalam akad wakaf. Syarat agar 

sighat ijab sah, baik itu belrupa ucapan maupun tulisan adalah selbagai 

belrikut:  

1) Sighat harus telrjadi selkeltika, yang artinya bahwa sighat 

telrselbut melnunjukkan telrjadinya dan telrlaksananya wakaf 

selcara selkeltika seltellah sighat ijab diucapkan atau ditulis.  

                                                
27 Zul Fitriani Umari Qodariah Barkah, Peny Cahaya Azwari, dan Saprida, Fikih Zakat, 

Sedekah, dan Wakaf, 211. 

 
28 Ibid, 212. 
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2) Sighat tidak bollelh diikuti delngan syarat batil atau palsu, yang 

dapat melnoldai atau melrusak dasar wakaf atau melnghilangkan 

hukumnya yang melncakup kelabadian dan kellaziman.  

3) Sighat tidak bollelh diikuti delngan pelmbatasan waktu telrtelntu, 

yang belrarti bahwa wakaf telrselbut tidak belrlaku sellamanya. 

Wakaf adalah seldelkah yang disyariatkan untuk sellamanya, 

selhingga jika dibatasi waktu maka belrtelntangan delngan 

syariat dan tidak sah. 

4) Sighat tidak bollelh melgandung pelngelrtian untuk melncabut.29 

4. Syarat-Syarat Pelngellolla Wakaf (Nazir) 

Nazir wakaf melrujuk pada individu atau olrganisasi yang 

belrtanggung jawab untuk melrawat dan melngellolla aselt wakaf selsuai delngan 

belntuk dan tujuan wakaf telrselbut. Selcara umum, siapa saja dapat diangkat 

selbagai nazir sellama ia melmiliki hak untuk mellakukan tindakan hukum. 

Pihak yang belrhak melnelntukan siapa yang melnjadi nazir wakaf adalah 

wakif. Wakif dapat melnunjuk dirinya selndiri selbagai nazir wakaf, ataupun 

melnyelrahkan tanggung jawab pelngellollaan wakafnya kelpada pihak lain baik 

itu individu maupun olrganisasi. Agar pelngellollaan wakaf dapat dilakukan 

selcara olptimal, pelmelrintah melmiliki hak untuk melngelluarkan aturan dan 

mellakukan pelngawasan telrhadap pellaksanaan wakaf, telrmasuk pelngawasan 

telrhadap nazir wakaf. Dalam hal pelngawasan wakaf pelrselolrangan 

dipelrlukan syarat-syarat selbagai belrikut: 

                                                
29 Faisal Haq dan Saiful Anam, Hukum Wakaf dan Perwakafan di Indonesia,27. 
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a. Belragama Islam  

b. Tellah balig atau delwasa  

c. Dapat dipelrcaya  

d. Mampu selcara jasmani dan rolhani melnyellelnggarakan urusan-

urusan harta wakaf. 

e. Tidak telrhalang mellakukan pelrbuatan hukum (tidak gila dan 

selbagainya)30 

Delngan melmelnuhi syarat-syarat telrselbut, diharapkan pelngawasan 

telrhadap harta wakaf dapat dilakukan delngan baik dan elfelktif, selhingga 

harta wakaf telrselbut dapat telrjaga selrta dimanfaatkan untuk tujuan yang 

baik dan selsuai delngan syariat Islam. 

5. Macam-Macam Wakaf 

Wakaf telrbagi melnjadi belbelrapa macam yaitu, wakaf belrdasarkan 

tujuan, batas waktunya dan belrdasarkan pelnggunaannya.  

a. Wakaf Belrdasarkan Tujuan 

Belrdasarkan tujuannya wakaf telrbagi melnjadi tiga macam, 

yaitu selbagai belrikut:  

1) Wakaf khairi (solsial), yaitu wakaf yang dibelrikan selcara 

elksplisit untuk tujuan kelagamaan atau kelmasyarakatan 

(kelbajikan umum), selpelrti wakaf yang dibelrikan untuk 

pelmbangunan masjid, selkollah, jelmbatan, rumah sakit, panti 

asuhan anak yatim, dan lainnya. Jadi wakaf khairi untuk 

                                                
30 Abdul Ghofur Anshori, Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia, (Yogyakarta: Pilar 

Media, 2006), 34. 
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kelpelntingan umum, dan selcara telgas untuk kelpelntingan 

kelagamaan atau kelmasyarakatan. 

2) Wakaf ahli/dzurri (kelluarga), yaitu apabila tujuan wakaf 

untuk melmbelri manfaat kelpada wakif kelluarganya, 

kelturunannya dan olrang-olrang telrtelntu tanpa mellihat apakah 

kaya ataupun miskin, sakit atau selhat dan tua maupun muda. 

Selcara hukum Islam, wakaf untuk kelluarga ini dibelnarkan. 

Ollelh karelna itu, wakaf ini melrupakan wakaf pribadi dan 

tidak umum. 

3) Wakaf musytarak (gabungan), yaitu apabila wakafnya 

ditujukan untuk kelluarga dan masyarakat selcara belrsamaan. 

Jadi, wakaf gabungan, wakaf untuk kelluarga, atau wakaf 

untuk olrang banyak atau umum  

b. Wakaf Belrdasarkan Batasan Waktunya  

Belrdasarkan batasan waktunya, wakaf telrbagi melnjadi dua 

macam, yaitu selbagai belrikut:  

1) Wakaf abadi, yaitu apabila wakafnya belrbelntuk barang yang 

belrsifat abadi, selpelrti tanah dan bangunan delngan tanahnya, 

atau barang yang belrgelrak yang ditelntukan wakif selbagai 

wakaf pribadi dan prolduktif dimana selbagian hasilnya untuk 

disalurkan selsuai delngan tujuan wakaf, seldangkan sisanya 

untuk biaya pelrawatan wakaf dan melngganti kelrusakannya.  
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2) Wakaf selmelntara, yaitu apabila wakaf yang diwakafkan 

belrupa barang yang mudah rusak keltika dipelrgunakan tanpa 

melmbelri syarat untuk melngganti bagian yang rusak. Wakaf 

selmelntara juga bisa dikarelnakan ollelh kelrugian wakif yang 

melmbelri batasan waktu keltika melwakafkan barangnya.  

c. Wakaf Belrdasarkan Pelnggunaannya  

Belrdasarkan pelnggunaannya wakaf dibagi melnjadi dua 

macam, yaitu selbagai belrikut:  

1) Wakaf langsung, yaitu wakaf yang polkolk barangnya 

digunakan untuk melncapai tujuannya, selpelrti masjid untuk 

salat, selkollah untuk kelgiatan bellajar dan melngajar, rumah 

sakit untuk melngolbati olrang sakit dan lain selbagainya.  

2) Wakaf prolduktif, yaitu wakaf yang polkolk barangnya 

digunakan untuk kelgiatan prolduksi dan hasilnya dibelrikan 

selsuai delngan tujuan wakaf.31 

Seldangkan telrdapat juga jelnis-jelnis wakaf belrdasarkan Undang-

Undang Nolmolr 41 Tahun 2004 telntang Wakaf yang dapat dilihat pada tabell 

belrikut ini. 

Tablel 2.1 

Jelnis Wakaf Belrdasarkan UU Nol. 41 Tahun 2004 

Jenis Keterangan 

Aselt Tidak Belrgelrak Tanah, bangunan, tanaman, hak milik rumah 

                                                
31 Agustiano, Wakaf Produktif Untuk Kesejahteraan Umat, (Jakarta: Niriah, 2008), 77. 
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susun, belnda belrgelrak lain 

Aselt Belrgelrak Sellain 

Uang 

Karelna Sifatnya 

Bisa Diwakafkan 

Kapal, pelsawat telrbang, kelndaraan belrmoltolr, 

melsin atau alat industri, lolgam, dan batu 

mulia, belnda lainnya yang melmiliki jangka 

panjang 

Surat Belrharga 

Syariah 

Saham, surat utang nelgara, olbligasi pada 

umumnya, surat belrharga lainnya 

HAKI (Hak 

Kelkayaan 

Intellelktual) 

Hak cipta, hak melrelk, hak pateln, hak delsain 

industri, hak rahasia dagang, hak sirkuit 

telrpadu, hak pelrlindungan varieltas tanaman, 

dan lainnya 

Aselt Belrgelrak Belrupa Uang Uang Rupiah 

Sumbelr : Kolmitel Nasiolnal Elkolnolmi dan Keluangan Syariah 

C. Konsep Wakaf Produktif 

1. Pelngelrtian Wakaf Prolduktif 

Wakaf prolduktif adalah harta atau polkolk yang dibelrikan untuk 

kelgiatan prolduksi dan hasilnya didistribusikan selsuai delngan tujuan wakaf. 

Colntolh harta prolduktif telrmasuk tanah yang digunakan untuk belrcolcolk 

tanam, mata air yang dijual airnya, dan selbagainya. 32 

Salah satu delfinisi wakaf prolduktif adalah wakaf yang dikellolla 

untuk tujuan invelstasi dan prolduksi barang dan jasa pellayanan yang 

dipelrbollelhkan melnurut hukum Islam. Dalam moldell ini, invelstasi dilakukan 

                                                
32 Mundzir Qahaf, Manajemen Wakaf Produktif , (Jakarta: Khalifa, 2005), 162. 
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telrlelbih dahulu, kelmudian keluntungan dari invelstasi didistribusikan kelpada 

melrelka yang belrhak atau harta digunakan untuk prolduksi barang dan jasa 

dalam bidang pelrtanian, industri, pelrdagangan, dan jasa yang manfaatnya 

bukan pada belnda wakaf selcara langsung.33 

Meltoldel wakaf prolduktif melngellolla dolnasi wakaf dari umat delngan 

tujuan melngumpulkannya untuk melnghasilkan keluntungan yang 

belrkellanjutan. Ini dapat belrupa harta belrgelrak, misalnya uang dan lolgam 

mulia atau harta tidak belrgelrak, misalnya tanah dan bangunan. Diharapkan 

bahwa fungsi pellayanan solsial wakaf akan didukung dan dibiayai ollelh 

keluntungan dari wakaf prolduktif ini. 

Pelnelliti dapat melngambil kelsimpulan bahwa wakaf prolduktif 

adalah jelnis wakaf yang belrtujuan untuk melnghasilkan keluntungan jangka 

panjang mellalui invelstasi dan pelmbuatan barang dan jasa. Harta wakaf 

dikellolla dan diinvelstasikan untuk tujuan prolduksi, dan hasilnya kelmudian 

didistribusikan kelpada melrelka yang belrhak selsuai delngan tujuan wakaf. 

Wakaf prolduktif dapat melncakup belrbagai jelnis harta, baik belnda belrgelrak 

maupun belnda belrgelrak, selpelrti uang, lolgam mulia, tanah, atau bangunan. 

Sellanjutnya, indikatolr wakaf dianggap prolduktif, selpelrti yang dijellaskan di 

bawah ini: 

a. Lelmbaga wakaf yang telrakrelditasi  

b. Prolgramnya yang belrvariasi  

c. Olptimalisasi manfaat  

                                                
33 Rosalinda, Manajemen Wakaf Produktif, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 14. 
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d. Belntuk-belntuk pelngellollaan krelatif, prolfelsiolnal dan akun tabell  

e. Sistelm pelngawasan yang baik  

f. Relncana stratelgis (Stratelgic Planning)  

Untuk melmastikan bahwa indikatolr wakaf di atas akan belrkelmbang 

lelbih baik, kolnselp manajelmeln harta wakaf harus dibangun delngan cara 

yang sistelmatis, telrolrganisir, dan direlncanakan delngan tujuan yang jellas. 

Akibatnya, pelrlu ada stratelgi khusus untuk melngellolla kelkayaan harta wakaf 

agar harta wakaf belnar-belnar melmiliki nilai ibadah dan nilai pelngelmbangan 

bagi umat manusia. 

2. Seljarah Wakaf Prolduktif 

Melnurut hadis Ibnu Umar, keltika Umar bin Khatab melndapatkan 

tanah yang subur di Khaibar, dia melminta pelndapat Rasulullah telntang 

tanah itu. Dalam hal ini, Rasulullah melminta Umar untuk melnanam 

polkolknya di tanah pelrtanian dan melnyeldelkahkan hasilnya, baik buah 

maupun hasil pelrtanian lainnya, untuk kelbaikan umat. Inilah salah satu 

wakaf yang melnghasilkan yang dicolntolhkan ollelh sahabat untuk melngellolla 

tanah yang melnghasilkan hasil pelrtanian. Sellama Dinasti Umayyah, Dinasti 

Abbasiyah, dan dinasti-dinasti yang melngikutinya, praktik wakaf juga 

belrkelmbang pelsat. Banyak olrang belrbolndolng-bolndolng untuk mellakukan 

wakaf. Wakaf dapat digunakan untuk melmbangun lelmbaga pelndidikan, 

melmbangun pelrpustakaan, melmbayar staf, guru, dan belasiswa untuk siswa 

dan mahasiswa. Antusiasmel masyarakat telrhadap pellaksanaan wakaf tellah 
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melndolrolng pelmelrintah untuk melngatur pelngellollaan wakaf selbagai selktolr 

yang dapat melningkatkan sollidaritas solsial dan elkolnolmi.34 

Pelrkelmbangan wakaf di masa Dinasti Ayyubiyah di Melsir sangat 

melnarik. Wakaf pada masa itu melncakup belnda belrgelrak selpelrti uang, 

bukan hanya belnda tidak belrgelrak. Salahuddin al-Ayyubi melneltapkan 

kelbijakan tahun 1178 M/572 H bahwa agama Kristeln yang datang 

belrdagang dari Iskandariyah harus melmbayar cukai untuk melmbantu ulama 

dan tujuan mazhab Sunni. Pelmbayaran harus dilakukan selcara tunai, 

melskipun tidak diselbutkan apakah itu dilakukan dalam belntuk barang atau 

uang. Dana dikumpulkan dan dibelrikan kelpada para fuqaha dan 

kelturunannya.35 

Wakaf selkarang dapat dilakukan pada belnda-belnda yang belrgelrak 

selpelrti uang karelna pelrkelmbangan zaman yang dinamis. Selbagaimana 

diriwayatkan ollelh Imam Bukhari, salah selolrang ulama telrkelnal dan pelleltak 

dasar kualifikasi hadis, Imam Az-Zuhri (124 H), tellah melneltapkan fatwa 

yang melmbollelhkan wakaf uang. Wakaf uang sudah dilakukan seljak abad 

keldua Hijriah. Disarankan agar masyarakat muslim mellakukan wakaf 

melnggunakan dinar dan dirham untuk melmbangun sarana dakwah, solsial, 

dan pelndidikan bagi umat Islam. Delngan kata lain, gunakan uang itu untuk 

                                                
34 Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 

Pedoman Pengelolaan Wakaf Uang, (Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2008), 8. 

 
35 A. Faisal Haq, Wakaf Kontemporer dari Teori ke Aplikasi, Vol. 2, No.2, (Surabaya: 

Jurnal Maliyah, 2012), 39. 
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melngelmbangkan bisnis dan kelmudian melnghasilkan keluntungan dari bisnis 

itu untuk wakaf.36 

Namun, wakaf uang dalam pelmelrintahan Islam pelrtama kali 

dilakukan ollelh praktisi di Melsir sellama Dinasti Utsmani pada akhir abad kel-

16 (1555–1823 M). Fikih Hanafi mulai digunakan dalam bisnis dan aktivitas 

solsialnya seltellah itu. Untuk tiga alasan utama, ahli fikih melmbuat bangunan 

wakaf di zaman Dinasti Utsmani. Pelrtama, ada pandangan bahwa aselt 

belrgelrak dapat digunakan selbagai harta wakaf; keldua, ada pelnilaian dan 

pelnelrimaan uang selbagai aselt belrgelrak; dan keltiga, ulama melnyeltujui 

pelmbelrian uang tunai.37 

Di Indolnelsia, wakaf prolduktif atau wakaf uang sangat baru. 

Melrelka yang telrgabung dalam Kolmisi Fatwa Majellis Ulama Indolnelsia 

(MUI) sangat melmpelrhatikan wakaf uang lima bellas tahun yang lalu. Dalam 

rapat Kolmisi Fatwa MUI pada Sabtu, 23 Marelt 2002, para ulama 

belrpelndapat bahwa delfinisi wakaf yang tellah dikeltahui pelrlu ditinjau dan 

diselmpurnakan, atau dikelmbangkan, delngan melmpelrtimbangkan maksud 

hadis, telrmasuk riwayat Ibnu Umar. 

Pada rapat kolmisi Fatwa MUI pada Sabtu, 11 Meli 2002, para 

ulama belrhasil melndelfinisikan wakaf, yaitu “melnahan harta yang dapat 

dimanfaatkan tanpa lelnyap belndanya atau polkolknya, delngan cara tidak 

mellakukan tindakan hukum telrhadap belnda telrselbut (melnjual, melmbelrikan 

                                                
36 A. Chairul Hadi, Peluang Wakaf Produktif Untuk Pembiayaan Pendidikan Islam, Vol. 5, 

No. 1, (Bekasi: Jurnal FAI Turats, 2009),17.  

 
37 Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 

Pedoman Pengelolaan Wakaf Uang, 38. 
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atau melwariskannya), untuk disalurkan (hasilnya) pada selsuatu yang mubah 

(tidak haram) yang ada”. Pada tahun 2002, MUI melngelluarkan fatwa bahwa 

wakaf uang bollelh dilakukan. Ini melnjadi dasar bagi pelmelrintah untuk 

melmbuat Undang-Undang Nol. 41 Tahun 2004 telntang wakaf, yang 

melncakup harta wakaf belrgelrak. Undang-undang ini dikelluarkan dua tahun 

seltellah fatwa MUI. Pelraturan Pelmelrintah Nol. 42 Tahun 2006, yang 

melngatur pellaksanaan Undang-Undang Wakaf, dalam pasal 22-27, 

melnyatakan bahwa uang dapat diwakafkan. Kelmudian, lihat Pelraturan 

Melntelri Agama (PMA) Nol. 4 Tahun 2009 telntang administrasi pelndaftaran 

wakaf uang. 

Gelrakan wakaf uang nasiolnal dimulai ollelh Prelsideln Relpublik 

Indolnelsia Susilol Bambang Yudholyolnol pada tanggal 8 Januari 2010 di 

Istana Prelsideln untuk melmprolmolsikan wakaf uang pelmelrintah mellalui 

Badan Wakaf Indolnelsia (BWI). Dalam hal Banteln, aksi wakaf uang dimulai 

pada 15 Felbruari 2014 di GOlR Selrang, dihadiri ollelh Melntelri Agama 

Relpublik Indolnelsia. Melskipun delmikian, gelrakan wakaf uang ini dianggap 

bellum idelal. Ollelh karelna itu, dipelrlukan pelndelkatan yang telpat untuk 

melmpelrkelnalkan wakaf uang.  

Gagasan wakaf yang melnghasilkan keluntungan finansial tellah 

diusulkan seljak tahun 2002. Ini adalah inisiatif yang selsuai delngan ajaran 

Islam dan belrtujuan untuk melningkatkan kelseljahtelraan manusia baik di 

dunia maupun akhirat. Ajaran Islam dapat belrkelmbang seliring 

pelrkelmbangan zaman teltapi teltap melmpelrtahankan prinsip-prinsip dasar 
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yang diselpakati, telrutama dalam hal wakaf, yang belrarti melmpelrtahankan 

aselt awal dan melmbagikan keluntungan kelpada melrelka yang 

melmbutuhkan.38 

3. Macam-Macam Wakaf Prolduktif 

a. Wakaf Tanah 

Tanah wakaf yang bellum diselrtifikasi harus diselrtifikasi 

selbellum pelngellollaan selcara prolduktif dimulai. Hal ini diselbabkan ollelh 

fakta bahwa tanah wakaf yang bellum diselrtifikasi dapat melnyelbabkan 

pelrsellisihan dan kolnflik antara pelngellolla dan ahli waris saat melrelka 

melmpelrelbutkan hak kelpelmilikan tanah wakaf di masa melndatang. 

Untuk melnjadikan tanah wakaf prolduktif, belbelrapa tindakan harus 

dilakukan, yaitu: 

1) Nazir harus melmiliki data lelngkap telntang poltelnsi tanah 

wakaf yang dikellollanya. 

2) Langkah sellanjutnya adalah melmpelrsiapkan pelrelncanaan 

bisnisnya dalam belntuk prolpolsal bisnis.  

3) Melnyiapkan moldal  

4) Pellaksanaan wakaf prolduktif itu selndiri.  

Badan Wakaf Indolnelsia (BWI) Pusat dan Kelmelntelrian 

Pelkelrjaan Umum dan Pelrumahan Rakyat tellah mellakukan 

pelmbelrdayaan wakaf prolduktif delngan tanah. 

 

                                                
38 Suryani dan Yunal Isra, Wakaf Produktif (Cash Waqf) dalam Perspektif Hukum Islam 

dan Maqashid Syariah, Vol. 24, No. 1, (Semarang: Wali Songo Jurnal Penelitian Sosial 

Keagamaan,, 2016), 31. 
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b. Wakaf Uang  

1) Pelngelrtian Wakaf Uang 

Wakaf uang (cash waqf/waqf al-nuqud) adalah wakaf 

uang tunai yang dilakukan ollelh selselolrang, selkellolmpolk olrang, 

lelmbaga, atau badan hukum, dalam pelngelrtian uang adalah surat-

surat belrharga, dalam hukum wakaf adalah jawaz (dipelrbollelhkan), 

dan hanya bollelh digunakan untuk tujuan yang diizinkan ollelh 

syariah. Polkolk wakaf uang tidak bollelh dijual, dihibahkan, atau 

diwariskan. 

Dalam melkanismel invelstasi wakaf uang, uang yang 

diwakafkan tidak bollelh dibelrikan langsung kelpada mauquf alaih. 

Selbaliknya, uang harus diinvelstasikan ollelh nazir selbellum dibelrikan 

hasil invelstasi kelpada mauquf alaih. Nilai nolminal uang, atau uang 

polkolk, yang diinvelstasikan tidak bollelh belrkurang. Ini diselbabkan 

ollelh fakta bahwa dana yang akan digunakan pada akhirnya akan 

belrasal dari keluntungan atau hasil dari invelstasi yang diputuskan 

ollelh nazir.39 

2) Manajelmeln Wakaf Uang 

a) Manajelmeln Pelnghimpunan Uang 

Dalam Kamus Belsar Bahasa Indolnelsia, 

"pelngumpulan dana atau pelnghimpunan dana" belrarti 

pelngumpulan dana atau pelnghimpunan dana. Selmelntara itu, 

                                                
39  Departemen Agama Republik Indonesia, Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf 

Produktif Strategis di Indonesia, 77. 
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"pelnghimpunan" juga belrarti prolsels, cara, pelrbuatan 

melngumpulkan, melnghimpun, dan melnyelrahkan dana." 

Fundraising atau pelngumpulan dana, juga dapat diartikan 

selbagai pelrsuasi olrang-olrang di masyarakat, baik individu 

maupun lelmbaga, untuk melmbelrikan dana melrelka kelpada 

selbuah olrganisasi.  

Pelngumpulan dana dari individu, olrganisasi, atau 

badan hukum dikelnal selbagai fundraising. Tujuan 

pelnggalangan dana adalah untuk melndolrolng masyarakat atau 

caloln wakif untuk belrbuat baik delngan melnyelrahkan 

selbagian harta melrelka untuk diwakafkan. Ini sangat pelnting 

karelna harta wakaf belrasal dari dolnasi masyarakat. 

Fundraising dilakukan untuk melngumpulkan dana, 

melningkatkan jumlah dolnatur dan wakif, melningkatkan 

relputasi lelmbaga, melnarik dolnatur dan pelndukung, dan 

melningkatkan kelpuasan dolnatur.40 

Kelgiatan pelnghimpunan dana, juga dikelnal 

selbagai pelnggalangan dana, melmiliki tujuan. Adapun tujuan 

pelnggalangan dana adalah selbagai belrikut: 

 Melndapatkan dana 

 Melningkatkan jumlah wakif atau melmpelrbanyak 

dolnatolr 

                                                
40 Rosalinda, Manajemen Wakaf Produktif, 74. 
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 Melningkatkan atau melmbangun citra lelmbaga 

 Melnghimpun rellasi dan pelndukung  

 Melningkatkan kelpuasan dolnatur/wakif.41 

Jelnis pelndanaan ini dapat dilakukan selcara 

langsung atau tidak langsung. Belrikut adalah pelnjellasan dari 

keldua jelnis ini: 

 Meltoldel pelnggalangan dana langsung mellibatkan 

wakif selcara langsung dalam prolsels 

pelnggalangan dana. Karelna prolsels intelraksi dan 

daya akolmoldasi langsung dilakukan, meltoldel ini 

dapat melnelrima relspolns dari wakif delngan celpat. 

Colntolh meltoldel ini telrmasuk pelngiriman surat 

langsung, pelnggalangan dana mellalui tellelpoln, 

prelselntasi langsung, iklan langsung, pelmbayaran 

langsung, jelmput bolla, koltak khusus untuk dana 

solsial, tolkol, transfelr uang mellalui relkelning bank, 

dan delbit langsung seltiap bulan. 

 Meltoldel pelnggalangan dana tidak langsung, tidak 

melmbelrikan relspolns wakif delngan cara langsung. 

Colntolh meltoldel ini telrmasuk melmbangun 

hubungan, kampanyel citra, melngatur acara 

mellalui relfelrelnsi, melmeldiasi olrang mellalui 

                                                
41 Miftahul Huda, Ahkam : Model Manajemen Fundraising Wakaf, Vol. XIII, No. 1, 

(Ponorogo: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, 2013), 35. 



52 

 

pelrantara, dan prolduk celtakan selpelrti brolsur dan 

pamflelt.42  

b) Manajelmeln Invelstasi  

Invelstasi adalah melnelmpatkan uang atau dana 

delngan harapan untuk melndapatkan tambahan atau 

keluntungan telrtelntu. Invelstasi telrdiri dari dua kolmpolneln. 

Pelrtama, moldal polkolk dikumpulkan delngan melmbelntuk 

wakaf, melngelmbangkan, melmpelrbarui, dan melnggantinya 

untuk melmpelrtahankan kelmampuan prolduksinya dalam 

belntuk keluntungan dan manfaat. Keldua, moldal digunakan 

untuk melndapatkan hasil atau pelmasukan. 

Wakaf uang sama delngan wakaf tanah atau 

bangunan dalam sistelm manajelmelnnya. Nazir diwajibkan 

untuk melnginvelstasikan selsuai syariah delngan satu syarat 

bahwa nilai invelstasi tidak bollelh belrkurang. Hasil invelstasi 

dialolkasikan untuk upah nazir (10%) dan kelseljahtelraan 

masyarakat (90%). 

Pelraturan Pelmelrintah Nolmolr 46 Tahun 2006, 

Pasal 48 melneltapkan bahwa invelstasi dalam prolduk Lelmbaga 

Keluangan Syariah dan/atau instrumeln keluangan syariah 

adalah satu-satunya cara untuk melngellolla dan 

melngelmbangkan belnda wakaf uang. Invelstasi dalam lelmbaga 

                                                
42 Ibid, 35. 
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keluangan syariah dan instrumeln syariah lainnya adalah dua 

jelnis instrumeln invelstasi wakaf uang. Selktolr riil, selpelrti 

pelmbiayaan usaha kelcil melnelngah (UKM) dan usaha mikrol, 

dapat diinvelstasikan delngan wakaf uang.43 

Sellanjutnya, Pelraturan Badan Wakaf Indolnelsia 

Nolmolr 1 Tahun 2020 Telntang Peldolman Pelngellollaan dan 

Pelngelmbangan Harta Belnda Wakaf Belrupa Uang BAB V 

melnyatakan bahwa invelstasi wakaf uang harus dilakukan 

pada prolyelk yang melnguntungkan masyarakat, baik selcara 

langsung maupun tidak langsung. Delngan kata lain, invelstasi 

di selktolr riil dan finansial, yang dapat dijellaskan selbagai 

belrikut:44 

 Invelstasi Selcara Langsung (Direlct Invelstmelnt)  

Invelstasi selcara langsung juga diselbut 

selbagai invelstasi selktolr riil adalah invelstasi pada 

prolyelk yang dikellolla ollelh nazir. Invelstasi selktolr riil 

melncakup prolgram fisik selpelrti pelmbangunan geldung, 

apartelmeln, kelbun sawit, pelmbiayaan usaha kelcil 

melnelngah (UKM), usaha mikrol, dan lain-lain.45 

                                                
43 Muhammad Maksum, Manajemen Investasi Wakaf Uang, (Jakarta: Universitas Islam 

Negeri Syarif Hidayatullah 2010), 9. 

 
44 Edy Setyawan, Eef Saefulloh dan Anis Haerunisa, Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian 

Hukum Ekonomi Islam, Dana Investasi Real Estat Syariah Sebagai Sarana Investasi Wakaf Uang, 

Vol. 3, No. 1, (Cirebon: Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati, 2018), 100-116. 

 
45 Muhammad Maksum, Manajemen Investasi Wakaf Uang, 9. 
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Prolyelk yang diwakafkan selcara langsung 

ollelh nazir harus melmelnuhi pelrsyaratan, yaitu harus 

selsuai syariah. Selmua pelrsyaratan prolyelk harus 

melmelnuhi kritelria kellayakan 5C prinsip, yaitu  

charactelr (karaktelr), capacity (kapasitas), capital 

(moldal), colllatelral (jaminan), dan colnditioln (kolndisi). 

Sellanjutnya, kritelria kellayakan prolyelk harus melmelnuhi 

3P prinsip, yaitu pelolplel (olrang), purpolsel (tujuan), dan 

paymelnt (pelmbayaran). Sumbelr pelngelmbalian 

tambahan dapat dihitung mellalui studi kellayakan. Jika 

pelngellollaan wakaf melmbelrikan pelmbiayaan kelpada 

olrganisasi atau individu untuk mellaksanakan prolyelk, 

pelmbiayaan dibayarkan selsuai delngan hasil prolyelk.  

 Invelstasi Selcara Tidak Langsung (Indirelct 

Invelstmelnt) 

Invelstasi selcara tidak langsung juga dikelnal 

selbagai invelstasi selktolr finansial adalah invelstasi dalam 

lelmbaga selpelrti bank syariah, baitulmal wa tamwil, 

kolpelrasi syariah, dan lelmbaga keluangan syariah 

lainnya yang melnguntungkan atau belrolrielntasi pada 

keluntungan.  

Olrganisasi harus melmelnuhi pelrsyaratan 

dasar, selpelrti belrolpelrasi sellama dua tahun, lelgal, dan 
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melmiliki lapolran audit indelpelndeln. Sumbelr 

pelngelmbalian tambahan dapat dihitung mellalui studi 

kellayakan. Jika pelngellollaan wakaf melmbelrikan 

pelmbiayaan kelpada olrganisasi atau individu untuk 

mellaksanakan prolyelk, pelmbiayaan dibayarkan selsuai 

delngan hasil prolyelk.46 

c) Manajelmeln Distribusi Hasil Invelstasi  

Syariat Islam paling pelnting, yaitu wakaf dapat 

melmbantu wakif, mauquf alaih, dan masyarakat. Wakaf tellah 

melmbantu pelradaban Islam dalam seljarah. Pelndaftaran 

wakaf, pelngellollaan harta wakaf, dan pelmbagian keluntungan 

wakaf kelpada mauquf alaih adalah langkah-langkah yang 

dipelrlukan untuk mellaksanakan wakaf. Distribusi dana wakaf 

uang belrarti melmbelrikan atau melmbagi keluntungan wakaf 

kelpada individu yang belrhak melnelrimanya, juga dikelnal 

selbagai mauquf alaih. Dalam hal ini, belbelrapa hal harus 

dipelrhatikan: 

 Melngikuti Keltelntuan Dari Wakif  

Para ulama seltuju bahwa wakif melmiliki 

kelwelnangan untuk melnelntukan mauquf alaih yang 

belrhak atas hasil pelngellollaan wakaf sellama tidak 

                                                
46 Haniah Lubis, Tun Rustam, Nuryanti, dan Dhona Siwi Kafnaeni, At-Tawassuth: Jurnal 

Ekonomi Islam, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Optimalisasi Pengelolaan Wakaf Produktif 

Pada Badan Wakaf Indonesia di Provinsi Riau, Vol. 8, No. 1, (Medan, Universitas Islam Negeri 

Sumatera Utara, 2023), 157-174. 
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belrtelntangan delngan hukum Islam dan selsuai delngan 

elselnsi wakaf itu selndiri. Wakaf dimaksudkan untuk 

kelbajikan, bukan untuk kelburukan. Mauquf alaih dapat 

diambil tanpa ada pelrsyaratan saat pelngambilan, 

selhingga wakaf batal. Hasil wakaf bukan untuk diri 

selndiri dan wakaf tidak dimaksudkan untuk diri selndiri. 

Melnurut banyak ulama, wakaf tidak telrbatas pada 

olrang kaya, olrang miskin juga dapat belrwakaf.  

 Pelnyisihan Selbagai Hasil Pelngellollaan Wakaf 

untuk Kelpelntingan Pelmelliharaan Harta Belnda 

Wakaf itu 

Melskipun hasil dari pelngellollaan wakaf 

tellah diteltapkan untuk dibelrikan kelpada mauquf alaih, 

itu tidak melnghilangkan kelmungkinan bahwa harta 

wakaf itu selndiri melmbutuhkan pelrbaikan dan 

pelrawatan, selrta kelmungkinan bahwa harta wakaf baru 

dapat dibangun dan dipelrluas untuk digabungkan 

delngan harta wakaf lama. 

 Pelnyaluran Hasil Wakaf untuk Kelbaikan Selcara 

Umum dan Yang Melnjadi Priolritas 

Hasil pelngellollaan yang melmbelrdayakan 

dapat belrmanfaat bagi masyarakat. Dana baru yang 

dipelrollelh dari keluntungan pelngellollaan harta wakaf 
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dapat digunakan untuk melmbangun masjid, musala, 

makam, dan yayasan selrta untuk tujuan solsial yang 

lelbih luas. Invelstasi wakaf dapat dibelrikan selcara 

langsung atau selcara tidak langsung. 

Distribusi hasil invelstasi wakaf uang selcara 

langsung adalah prolgram pelmbinaan dan 

pelmbelrdayaan masyarakat yang dikellolla selcara 

langsung ollelh nazir wakaf. Prolgram telrselbut harus 

selsuai delngan syariah, melmelnuhi kelbutuhan kolmunitas 

sasaran prolgram, belrdampak pada pelngurangan 

kelmiskinan dan pelmbukaan lapangan pelkelrjaan, dan 

harus belrkelsinambungan dan melndolrolng kelmantapan 

elkolnolmi. 

Distribusi hasil invelstasi wakaf uang selcara 

tidak langsung adalah prolgram pelmbinaan dan 

pelmbelrdayaan masyarakat mellalui kollabolrasi delngan 

lelmbaga pelmbelrdayaan lain yang melmelnuhi standar 

kellelmbagaan dan prolfelsiolnal. Lelmbaga-lelmbaga 

selpelrti Badan Amil Zakat Nasiolnal (BAZNAS), 

lelmbaga kelmanusiaan, lelmbaga pelmbelrdayaan 

masyarakat, yayasan atau olrganisasi kelmasyarakatan, 

pelrwakilan Badan Wakaf Indolnelsia, Lelmbaga 

Keluangan Syariah, khususnya LKS-PWU mellalui 
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prolgram CSR, dan lelmbaga lain baik di tingkat 

nasiolnal maupun intelrnasiolnal yang mellaksanakan 

prolgram pelmbinaan dan pelmbelrdayaan masyarakat 

selsuai delngan syariah.47 

3) Kelputusan Fatwa DSN-MUI Tahun 2002 Telntang Wakaf 

Uang  

Fatwa Majellis Ulama Indolnelsia telntang Wakaf Uang 

selbagai belrikut 

a) Wakaf Uang (Cash Wakaf/Waqf al-Nuqud) adalah 

wakaf yang dilakukan selselolrang, kellolmpolk olrang, 

lelmbaga atau badan hukum dalam belntuk uang tunai.  

b) Telrmasuk kel dalam pelngelrtian wakaf uang adalah 

surat-surat belrharga.  

c) Wakaf uang hukumnya jawaz (bollelh).  

d) Wakaf uang hanya bollelh disalurkan dan digunakan 

untuk hal-hal yang dibollelhkan selcara syariah.  

e) Nilai polkolk wakaf uang harus dijamin kellelstariannya, 

tidak bollelh dijual, dihibahkan dan atau diwariskan  

                                                
47 Miftahul Huda Almantiqy, Al-Awqaf: Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam, Model dan 

Mekanisme Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia, Vol. 10, No. 1, (Samarinda: Universitas 

Mulawarman, 2017), 14-38. 
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Fatwa ini belrlaku seljak diteltapkan delngan keltelntuan 

jika di kelmudian hari telrnyata telrdapat kelkelliruan, akan dipelrbaiki 

dan di selmpurnakan selbagaimana melstinya.48 

c. Wakaf Saham  

Wakaf saham juga telrmasuk dalam katelgolri wakaf prolduktif. 

Selbagai barang belrgelrak, saham juga dianggap melmiliki 

kelmampuan untuk melnghasilkan hasil yang dapat dideldikasikan 

untuk kelpelntingan umum. Saham malah akan melmbelri kolntribusi 

yang cukup belsar, bahkan delngan moldal yang belsar.  

Pelmimpin pelrusahaan dapat melmutuskan bahwa selbagian 

sahamnya dibelrikan kelpada olrang lain selbagai harta wakaf untuk 

kelpelntingan umum. Wakaf saham juga dapat diambil dari 

keluntungan selluruh saham pelmilik. Pelmelgang saham, yang 

selbagian belsar belrasal dari kellas melnelngah kel atas, adalah satu-

satunya olrang yang dapat belrintelraksi delngan wakaf saham. 

Ini adalah tindakan yang telpat karelna selbagian belsar umat 

Islam, telrutama melrelka yang melmiliki kelkayaan yang belsar, tidak 

melmiliki cara untuk melmanfaatkan harta melrelka untuk 

kelpelntingan Allah. Delngan wakaf saham, selbagian kelcil harta 

melrelka dapat digunakan untuk melmbantu elkolnolmi olrang-olrang 

yang hidup di bawah garis kelmiskinan. 

 

                                                
48 Keputusan Fatwa, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Wakaf Uang 
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d. Wakaf Hak Kelkayaan Intellelktual (HAKI) 

Hak atas kelkayaan intellelktual (HAKI) atau Intelllelctual 

Prolpelrty Rights adalah hak elksklusif (khusus) yang dimiliki ollelh para 

pelncipta atau pelnelmu selbagai hasil dari aktivitas krelatif dan intellelktual 

yang unik. Karya intellelktual telrselbut dapat belrupa pelnelmuan baru 

dalam telknollolgi, selni, atau sastra.49 

Dua katelgolri utama HAKI adalah hak cipta dan hak kelkayaan 

industri. Karya cipta dalam bidang telknollolgi, selni, dan sastra telrmasuk 

dalam katelgolri hak cipta. Artinya, dalam pelngellollaan wakaf HAKI, 

manfaat yang dipelrollelh dari HAKI akan digunakan untuk kelbaikan 

umat. 

4. Asas Pelngelmbangan Wakaf Prolduktif 

Untuk melnjalankan wakaf prolduktif, ada belbelrapa asas yang 

dipelrlukan. Asas-asas ini melliputi: 

a. Asas Kelabadian Manfaat  

Polkolk ajaran wakaf adalah telntang bagaimana belnda wakaf 

belrmanfaat bagi olrang lain sellain hanya melnjaganya. Maka, yang 

dimaksud wakaf prolduktif dari asas kelabadian manfaat, yaitu nilai 

manfaat belndanya bukan dari pelmelliharaan belndanya. Asas kelabadian 

manfaat, yaitu harta belnda wakaf yang melmiliki nilai manfaat untuk 

                                                
49 Iswi Hariyani, Prosedur Mengurus HAKI (Hak Kekayaan Intelektual) Yang Besar, 

(Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010), 56. 
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sellama-lamanya, tidak hanya selsaat dan selkeltika habis manfaat yang 

telrdapat dalam harta belnda wakaf itu.50 

b. Asas Pelrtanggungjawaban (Akuntabilitas)  

Wakaf harus melmiliki tanggung jawab di dunia dan akhirat.  

Pelngellollaan transparan, akun tabell, selmangat, dan sungguh-sungguh 

adalah belntuk pelrtanggungjawaban selbagai belrikut:51 

1) Tanggung jawab kelpada Allah swt. apa yang dia lakukan 

2) Tanggung jawab kellelmbagaan, yaitu tanggung jawab kelpada 

pihak yang melmiliki oltolritas. 

3) Tanggung jawab hukum, yaitu tanggap telrhadap keltelntuan 

yang belrlaku. 

4) Tanggung jawab solsial, yaitu tanggung jawab yang 

mellibatkan molral masyarakat. 

c. Asas Prolfelsiolnalitas Manajelmeln  

Selmangat nazir dalam melngellolla harta wakaf untuk 

melncapai keluntungan yang lelbih luas dan nyata bagi kelpelntingan 

belrsama harus melnjadi dasar prolfelsiolnalitas manajelmeln ini. Prinsip 

prolfelsiolnalitas dalam pelngellollaan wakaf melnelmpati polsisi yang paling 

melndelsak, karelna kelmanfaatan harta wakaf telrgantung pada nazir 

melngellolla wakaf delngan prolfelsiolnal atau tidak. 

                                                
50 Kementerian Agama Republik Indonesia, Waqf for Beginners, Panduan Praktis untuk 

Remaja agar Mencintai Wakaf, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 

Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2010), 61. 

 
51 Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, Paradigma 

Baru Wakaf di Indonesia, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Departemen Agama 

Republik Indonesia, 2007), 76. 



62 

 

d. Asas Keladilan Solsial  

Prinsip yang melndasari ibadah wakaf adalah telrciptanya 

keladilan solsial atas kelsamaan hak dan kelwajiban selbagai makhluk 

Allah. Keladilan solsial lelbih melnelkan pelntingnya adanya kelselimbangan 

yang timbal-balik dan belbas dari belrbagai jelnis keltimpangan solsial 

yang melnghambat kelseljahtelraan elkolnolmi.52 

5. Tujuan Kelpelngurusan Wakaf Prolduktif 

Tujuan pelngurusan wakaf adalah untuk melmbelrikan pelmbinaan 

dan pellayanan kelpada selkellolmpolk prolpelrti yang tellah dirancang 

khusus untuk melncapai tujuan telrtelntu. Tujuannya adalah untuk 

selmaksimal mungkin melndapatkan manfaat dari harta wakaf yang tellah 

ditelntukan. Untuk melncapai tujuan telrselbut, kelpelmimpinan wakaf 

harus mellakukan hal-hal selpelrti melningkatkan nilai prolduksi wakaf, 

melnjaga polholn wakaf delngan pelmelliharaan yang baik, melnjalankan 

distribusi hasil wakaf delngan baik, melmatuhi syarat-syarat wakaf dan 

melmbelrikan pelnjellasan kelpada delrmawan untuk melndolrolng melrelka 

untuk melmbuat wakaf baru. 

Dalam situasi ini, pelngurus wakaf harus melmiliki kapasitas dan 

kelahlian yang dipelrlukan untuk melngellolla harta wakaf. Melrelka juga 

harus melmahami prinsip-prinsip dan pelraturan yang belrlaku dalam 

hukum wakaf, selrta melnyadari tujuan dari pelngellollaan harta wakaf.  

                                                
52 Abdurrahman Kasdi, Fiqih Wakaf dari Wakaf Klasik Hingga Wakaf Produktif, 

(Yogyakarta: Idea Press, 2017), 113-114. 
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Delngan delmikian, diharapkan pelngellollaan harta wakaf dapat 

dilakukan delngan baik dan elfisieln selhingga tujuan wakaf dapat telrcapai 

selcara olptimal. Tujuan kelpelngurusan wakaf dapat disimpulkan selbagai 

belrikut 

a. Melningkatkan nilai prolduksi harta wakaf untuk melncapai tujuan 

olptimal untuk melndukung tujuan wakaf. 

b. Mellindungi nilai harta wakaf delngan melnginvelstasikan harta wakaf 

delngan hati-hati dan pelmelliharaan. 

c. Mellaksanakan tugas distribusi hasil wakaf delngan belnar kelpada 

tujuan wakaf yang tellah ditelntukan, baik belrdasarkan pelrnyataan 

wakif dalam akta wakaf maupun pelndapat fikih dalam situasi di 

mana akta wakaf hilang dan tujuan wakaf tidak dikeltahui, selhingga 

melngurangi kelmungkinan pelnyimpangan dalam pelnyaluran.  

d. Belrpelgang telguh pada syarat-syarat wakaf, baik itu telntang jelnis 

invelstasi dan tujuannya, jelnis kelpelngurusan, dan cara nazir 

melnduduki polsisi, selrta deltail telntang olbjelk wakaf dan lolkasinya.  

e. Melmbelrikan pelnjellasan kelpada para delrmawan dan melndolrolng 

melrelka untuk melngelmbangkan wakaf baru, selcara umum 

melmbelrikan bimbingan dan melrelkolmelndasikan pelmbelntukan 

wakaf baru baik selcara lisan maupun delngan cara melmbelri 

colntolh.53 

 

                                                
53 Mundzir Qahaf, Manajemen Wakaf Produktif, 321. 
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6. Prolgram Pelngellollaan Wakaf Prolduktif 

Adapun prolgram pelngellollaan wakaf prolduktif dijellaskan selbagai 

belrikut: 

a. Prolgram Jangka Pelndelk  

Melmbelntuk Badan Wakaf Indolnelsia (BWI) adalah salah satu 

langkah jangka pelndelk yang diambil pelmelrintah untuk 

melngelmbangkan wakaf melnjadi bisnis yang melnguntungkan. Badan 

Wakaf Indolnelsia melmiliki polsisi yang sangat stratelgis untuk 

melndolrolng pelrtumbuhan wakaf. Tujuan pelmbelntukan Badan Wakaf 

Indolnelsia adalah untuk belkelrja sama delngan nazir dan pelmbina 

manajelmeln wakaf selcara nasiolnal dan intelrnasiolnal.54 

b. Prolgram Jangka Melnelngah dan Panjang 

Delngan melningkatkan lelmbaga nazir yang sudah ada untuk 

melnjadi lelbih prolfelsiolnal dan amanah. Untuk melncapai tujuan ini, 

Badan Wakaf Indolnelsia selbagai lelmbaga yang melngatur pelrwakafan 

harus melnyeldiakan dukungan manajelmeln untuk pellaksanaan 

pelngellollaan tanah prolduktif, telrmasuk dukungan sumbelr daya manusia, 

advolkasi, dukungan keluangan, dan pelngawasan.55 

7. Pelngellollaan dan Pelngelmbangan Wakaf Prolduktif 

Ini bukan hal baru, teltapi biasanya digunakan untuk belnda wakaf 

tidak belrgelrak dan digunakan untuk telmpat ibadah mahdhah selpelrti, masjid, 

                                                
54 Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 

Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia, (Jakarta: Departemen 

Agama Republik Indonesia, 2007), 84-85. 

 
55 Ibid, 93. 
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musala, pelsantreln, selkollah, dan selbagainya. Selcara elkolnolmi, wakaf 

diharapkan dapat melnghasilkan harta prolduktif mellalui invelstasi dan 

prolduksi saat ini untuk dimanfaatkan ollelh gelnelrasi belrikutnya. Untuk 

melngelmbangkan harta prolduktif yang belrolrielntasi solsial, wakaf juga 

melngolrbankan kelpelntingan kolnsumsi saat ini, dan hasilnya akan dirasakan 

selcara belrsama ollelh masyarakat di masa delpan. Prolduk harta wakaf dapat 

dibagi melnjadi dua katelgolri, yaitu: 

a. Rumah sakit, selkollah, rumah yatim piatu, pelmukiman, dan 

olrang lain yang belrhak atas wakaf dapat melnggunakan barang 

wakaf yang melnghasilkan pellayanan. Ini dianggap selbagai 

wakaf langsung.  

b. Harta wakaf yang dikellolla untuk invelstasi dan pelmbuatan 

barang atau jasa pellayanan yang selcara syara’ hukumnya 

mubah, apa pun belntuknya dan dapat dijual di pasar, selhingga 

keluntungan yang belrsih dapat dibelrikan kelpada tujuan wakaf 

yang tellah ditelntukan wakif. Wakaf ini dianggap prolduktif. 

D. Kerangka Pemikiran 

Kelrangka pikir adalah celrita (uraian) atau pelrnyataan (prolpolsisi) 

telntang kelrangka kolnselp untuk melmelcahkan masalah. Dalam pelnellitian 

kuantitatif atau kualitatif, kelrangka pelmikiran, atau kelrangka pelmikiran, sangat 

pelnting untuk melnelntukan apakah pelnellitian itu jellas atau tidak. Dalam kelrangka 

pikir suatu diagram yang melnjellaskan selcara garis belsar alur lolgika dari 

pelnellitian. Melnyusun pelmikiran, yang dibangun belrdasarkan pelrtanyaan 
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pelnellitian, telrdiri dari kumpulan kolnselp selrta hubungan antara kolnselp-kolnselp 

telrselbut. Biasanya, kelrangka pelmikiran ditelmukan di bab 2, seltellah sub bab 

telntang tinjauan kajian dan tinjauan sastra.  

Belntuk diagram kelrangka pelmikiran belrvariasi dan diselbut delngan 

belrbagai nama, telrmasuk kelrangka kolnselp, kelrangka telolritis, atau moldell 

telolritis.56 

Pelnyusunan pelmikiran ini belrfungsi untuk melmbelrikan pelnjellasan 

selmelntara telntang geljala yang melnjadi masalah. Prolsels belrpikir yang lolgis untuk 

melnghasilkan hipoltelsis adalah syarat agar kelrangka kelrja ilmuwan dapat 

melyakinkan selsama ilmuwan. Ollelh karelna itu, kelrangka belrpikir melrupakan 

sintelsis telntang hubungan antar variabell yang belrasal dari belrbagai telolri yang 

tellah didelskripsikan. Telolri-telolri ini sellanjutnya dianalisis selcara kritis dan 

sistelmatis dan sintelsis ini digunakan untuk melrumuskan hipoltelsis.57 

Pelnelliti dapat melnggunakan delskripsi dalam kelrangka pikir untuk 

melmbelrikan pelnjellasan selcara melnyelluruh telntang variabell-variabell yang ditelliti, 

dari telolri mana melrelka belrasal, dan melngapa melrelka hanya ditelliti. Uraian dalam 

kelrangka pikir harus mampu melnjellaskan dan melnelgaskan selcara melnyelluruh 

bagaimana variabell-variabell yang ditelliti belrasal, selhingga variabell-variabell yang 

ada di dalam rumusan masalah dan melmbantu masalah melnjadi lelbih jellas. Pada 

dasarnya, kelrangka pelmikiran telrdiri dari:  

                                                
 56 Sambas Ali Muhidin, Panduan Praktis Memahami Penelitian, Cet. 1, (Bandung: 

Pustaka Setia), 13. 

 
57 Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, Cet. 1, (Bandung: 

Alfabeta, 2019), 96. 
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1. Meltoldel lolgis untuk melnjawab masalah yang belrdasarkan telolri dan 

telmuan pelnellitian . 

2. Melrumuskan lolgika yang dapat melnangani dan melnjellaskan masalah 

yang tellah dirumuskan dalam kelrangka telolri  

3. Moldell pelnellitian dapat digambarkan dalam belntuk grafik atau moldell 

matelmatis yang melnunjukkan hubungan antara variabell pelnellitian. 

Melrelka juga dapat belrupa rangkuman dari kelrangka pelmikiran yang 

digambarkan dalam moldell telrselbut. Jadi, pada akhirnya kelrangka 

pelmikiran ini melnghasilkan hipoltelsis.58 

Pelrpaduan asumsi-asumsi telolritis dan asumsi-asumsi lolgika adalah 

delskripsi atau paparan yang harus dilakukan dalam kelrangka pikir. Ini digunakan 

untuk melnjellaskan atau melmunculkan variabell yang ditelliti selrta melnunjukkan 

hubungan antara variabell-variabell telrselbut, keltika dipelrlukan untuk 

melngungkapkan felnolmelna atau masalah yang ditelliti. Ini adalah kelrangka 

pelmikiran yang digunakan dalam prolpolsal telsis ini: 

 

 

 

 

 

 

                                                
58 Ibid 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Pelnellitian hukum elmpiris belrfolkus pada data primelr. Pelnellitian hukum 

elmpiris, melnurut Solelrjolnol Solelkantol dan Sri Mamudji, dilakukan delngan mellihat 

pelnellitian lapangan dan mellihat apa yang telrjadi di lapangan. Untuk melndukung 

pelnellitian elmpiris ini, pelnelrapan pelraturan-pelraturan telrselbut dalam praktiknya 

delngan masyarakat juga digunakan dalam pelnellitian nolrmatif delngan pelndelkatan 

undang-undang. 1 

 Dari selgi pelndelkatan data, pelnellitian ini belrsifat kualitatif. Pelnellitian 

kualitatif dapat didelfinisikan selbagai pelnulisan tanpa pelrhitungan, untuk 

melndapatkan data dan infolrmasi dalam tulisan ini. Tujuan dari pelnellitian 

kualitatif ini adalah untuk melndapatkan pelmahaman, melnciptakan telolri, dan 

melnggambarkan selcara melndalam suatu pelristiwa atau pelristiwa yang telrjadi di 

masyarakat saat keljadian ini. Meltoldel kualitatif ini lelbih mirip delngan molnolgrafi 

atau kasus-kasus, dan tidak melmbutuhkan banyak data.2 

Istilah yang dikutip ollelh Lelxy J. Mollelolng, Bolgdan dan Taylolr 

melndelfinisikan meltoldollolgi kualitatif selbagai jelnis pelnellitian yang melnghasilkan 

data delskriptif belrupa ucapan, tulisan, dan pelrilaku yang dapat diamati dari 

individu atau kellolmpolk. Melnurut Rolsadi Ruslan, Bolgdan dan Taylolr juga 

                                                 
1 Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: 

Universitas Indonesia Press, 1989), 12. 

 
2 Amirudin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penulisan Hukum, (Jakarta: PT. Raja 

Grafindo Persada, 2016), 167.  
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melnyatakan bahwa meltoldollolgi kualitatif diharapkan dapat melnghasilkan uraian 

melndalam telntang ucapan, tulisan, dan pelrilaku yang dapat diamati dari individu 

atau kellolmpolk.3 

Pelnellitian ini melnggunakan pelndelkatan kualitatif karelna pelnulis ingin 

melndapatkan pelmahaman yang lelbih baik telntang felnolmelna yang belrhasil 

dilakukan, sellain melngumpulkan data dari sisi kualitasnya. Ini diselbabkan ollelh 

fakta bahwa pelnulisan kualitatif sellalu telrkait delngan relalitas solsial dan tingkah 

laku manusia. Tujuan pelndelkatan kualitatif adalah untuk melnelmukan suatu idel 

atau melnjellaskan makna fakta.4 

Karelna dipelrlukan untuk melnganalisis bagaimana pelngellollaan wakaf 

belrkolntribusi pada pelningkatan kelseljahtelraan masyarakat, pelnellitian ini telrmasuk 

kel dalam katelgolri pelnellitian elmpiris. Sellain itu, karelna pelnulis melmelrlukan data 

yang dikumpulkan selcara langsung dari lapangan, maka pelnellitian ini telrmasuk 

dalam katelgolri pelnellitian elmpiris. 

B. Lokasi Penelitian 

Salah satu prolseldur dalam pelnellitian yang dianggap pelnting adalah 

pelmilihan lolkasi pelnellitian. Maka pelnelliti melmilih Kelmelntelrian Agama Kolta 

Palu selbagai lolkasi pelnellitian ini. Pelnelliti melmilih lolkasi pelnellitian ini karelna 

melrupakan telmpat yang telpat untuk dilakukan pelnellitian karelna bellum ada 

diskusi ilmiah di telmpat telrselbut.  Sellanjutnya, pelnelliti dapat melmpelrluas 

                                                 
3 Rosadi Ruslan, Metode Penelitian Public Relation dan Komunikasi, Cet. IV, (Jakarta: PT. 

Raja Grafindo Persada, 2010), 213. 

 
4 Burhan Bungin, Metodologi Penulisan Kualitatif: Aktualisasi Metodologis ke Arah 

Ragam Varian Kontemporer, Cet. 8, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 124. 
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pelngeltahuan melrelka dan pelngalaman pelnellitian melrelka khususnya pada 

pelngellollaan wakaf prolduktif dalam melwujudkan kelseljahtelraan masyarakat. 

C. Kehadiran Peneliti 

Pelmanfaatan studi lapangan dalam pelnellitian yang mellibatkan 

kelhadiran pelnelliti sangat dipelrlukan, delngan alasan pelnelliti dapat melnafsirkan 

dari subjelk pelnellitian delngan melmbandingkan pelnggunaan alat instrumeln 

pelnellitian selpelrti angkelt, lantaran pelnelliti sanggup melngolnfirmasi, melngadakan 

pelngelcelkan kelmbali telrhadap subjelk pelnellitian yang kurang melmbelrikan 

infolrmasi atau tafsiran dalam pelnelliti tidak selsuai jika mellalui pelngelcelkan 

anggolta. Selbagai alat utama, pelnelliti melnyadari bahwa melrelka harus 

melrelncanakan, melngumpulkan, dan melnganalisis data selrta mellapolrkan telmuan 

pelnellitian melrelka. Ollelh karelna itu, pelnelliti dapat melngikuti pelrkelmbangan 

delngan melnggunakan keladaan di lapangan. 

Selbellumnya keldelkatan antara subjelk pelnellitian delngan pelnelliti dapat 

telrjalin delngan, karelna sellama prolsels pelnellitian yang belrhubungan langsung di 

lapangan dan belrtelmu delngan subjelk pelnellitian melrupakan faktolr yang sangat 

pelnting pada prolsels pelngumpulan data nantinya. Telrbangunnya prinsip saling 

pelngelrtian dan juga saling melnjaga kelpelrcayaan melrupakan sarana untuk 

melmudahkan selrta melmbantu kellancaran prolsels pelnellitian, selbagai akibatnya saat 

pelnelliti melmelrlukan data untuk pelnellitian delngan mudah dipelrollelh. Melnghindari 

kelsan-kelsan yang dapat melrugikan infolrman melrupakan kunci sellanjutnya dalam 

melmpelrollelh data saat pelnellitian.  
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Delngan delmikian, subjelk pelnellitian dapat selcara telrbuka melngeltahui 

kelhadiran pelnelliti di lapangan pelnellitian. Namun, selbellum pelnellitian dilakukan, 

pelnulis dalam hal ini selbagai pelnelliti telrlelbih dahulu melminta izin kelpada pihak 

yang dilibatkan nantinya saat pelngumpulan data, melmpelrhatikan surat 

relkolmelndasi olbselrvasi dan pelnellitian dari Pascasarjana Univelrsitas Islam Nelgelri 

(UIN) Datolkarama Palu, karelna itu pelnelliti akan dibelri tahu telntang 

kelbelradaannya di lolkasi. 

D. Data dan Sumber Data 

Dalam pelnellitian, sumbelr data adalah kolmpolneln yang paling pelnting 

karelna melmungkinkan untuk melnelntukan kelkayaan data yang dikumpulkan.  

Pelnulis akan mellakukan pelnellitian yuridis elmpiris atau pelnellitian hukum elmpiris 

delngan data dari Kantolr Kelmelntelrian Agama dan dari bahan pustaka. Data yang 

dipelrollelh selcara langsung dari masyarakat diselbut data primelr, dan data yang 

dipelrollelh dari bahan pustaka diselbut data selkundelr.5 

1. Data primelr dalam pelnellitian ini, yaitu data yang dipelrollelh mellalui 

olbselrvasi dan wawancara langsung delngan Kantolr Kelmelntelrian Agama 

telntang bagaimana pelngellollaan wakaf dapat melmbantu melningkatkan 

kelseljahtelraan masyarakat. Sellanjutnya, akan di analisis melnggunakan 

atau belrdasarkan keltelntuan hukum. 

2. Data selkundelr dalam pelnellitian ini akan melnggunakan litelratur dari 

belrbagai sumbelr, telrmasuk buku, majalah, surat kabar, dan karya ilmiah 

                                                 
5 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 

2006), 51. 
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selpelrti makalah, skripsi, telsis, dan diselrtasi, untuk melndukung telma 

pelnellitian. 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Pelnelliti melngambil telknik pelngumpulan data selcara kualitatif, yang 

selcara prolsels telknik pelngumpulan data yang melnggunakan histolrical selbagai 

pandangan atau meltoldel yang belrbahan elmpiris untuk melnyellelsaikan 

pelrmasalahan dalam pelnellitian. Belrikut pelnjellasan telknik pelngumpulan data di 

bawah ini: 

1. Olbselrvasi 

Olbselrvasi yaitu mellakukan kololrdinasi pelrselpsi selcara selrius di arela 

pelmelriksaan. Prolseldur pelrselpsi yang digunakan adalah pelrselpsi langsung 

selpelrti yang digambarkan ollelh Winartol Surakhmad, telpatnya meltoldel 

pelngumpulan infolrmasi di mana ilmuwan melnyelbutkan fakta-fakta yang 

dapat diamati selcara langsung dari indikasi subjelk yang dipelriksa, keldua 

pelrselpsi itu dibuat dalam keladaan asli atau dilakukan dalam keladaan palsu, 

yang diadakan selcara luar biasa.6 

Pelnelliti melnggunakan telknik olbselrvasi noln partisipan, hal ini 

dilakukan karelna pelnelliti belrpelran langsung dalam melngamati dan 

melnganalisis apa yang dilihat di lolkasi pelnellitian. Pada awalnya, olbselrvasi 

aktivitas ini dilakukan untuk melmbandingkan apa yang dilihat dan didelngar 

di lapangan delngan data yang dikumpulkan mellalui wawancara melndalam. 

 

                                                 
6 Winarno Surakhmad, Dasar dan Teknik Research, Pengantar Metodologi Ilmiah, Edisi 

VI, Cet. III, (Bandung: Tarsito, 1985), 155. 
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2. Wawancara 

Selcara khusus pelngumpulan data dan infolrmasi mellalui tanya 

jawab langsung belrdasarkan daftar pelrtanyaan yang tellah ditelntukan dan 

mellakukan pelrtelmuan untuk melngumpulkan data dan infolrmasi. 

Pelnelliti melnggunakan wawancara tidak telrstruktur, juga dikelnal 

selbagai wawancara noln direlktif, di mana melrelka belbas melngajukan 

pelrtanyaan kelpada infolrman dan melmbiarkan melrelka belrbicara selbelbas 

mungkin. Wawancara tidak telrstruktur juga diselbut selbagai wawancara 

belbas, dalam hal ini pelnelliti tidak melngumpulkan data mellalui peldolman 

wawancara yang tellah disusun selcara sistelmatis dan lelngkap, teltapi hanya 

melmbelrikan garis belsar tolpik yang akan ditanyakan. 

3. Dolkumelntasi 

Dolkumelntasi dalam pelnellitian ini melnjadi salah satu telknik 

pelngumpulan data pelndukung bagi bahan data primelr, yang mana data-

datanya dipelrollelh dari dolkumeln-dolkumeln pelndukung telrkait masalah yang 

pelnulis bahas. Data yang dipelrollelh mellalui pelngamatan (olbselvasi) dan 

wawancara (intelrvielw) biasanya belrbelntuk data primelr. Selbaliknya, data 

yang dikumpulkan mellalui telknik pelnjualan biasanya belrupa data selkundelr.7 

F. Teknik Analisis Data 

Infolrmasi yang dipelrollelh sellama pelninjauan, baik infolrmasi pelnting 

maupun olpsiolnal, kelmudian ditangani dan dipelriksa delngan melnggunakan 

meltoldel pelmelriksaan subjelktif dan kelmudian melmpelrkelnalkan hasil selcara 

                                                 
7 Husaini Usman dan Purnomo Setiadi, Metodologi Penelitian Sosial, (Jakarta: Bumi 

Aksara, 2017), 69. 
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ilustratif, untuk lelbih spelsifik delngan melngklarifikasi, melnggambarkan selsuai 

masalah yang diidelntifikasi selcara telgas delngan pelnellitian ini. 

Dalam jelnis pelnellitian kualitatif ini, pelngollahan data dilakukan seljak 

awal lapangan pelkelrjaan hingga pelnyellelsaian masalah. Seljumlah fakta yang 

ditelmukan di lapangan akan dikumpulkan delngan melnulis atau melngadolpsi, 

melngklarifikasi, melrelduksi, dan kelmudian disajikan. 

1. Relduksi Data 

Matthelw B. Millels dan Michell Hubelrman melnggambarkan relduksi 

data telrus melnelrus selbagai prolsels belrpikir, melmfolkuskan, melmpelrhatikan, 

dan melmpelrhatikan, melngabstraksi, dan melngubah data (melntah) yang 

belrasal dari catatan telrtulis di bidang.8 

Prolsels melnajamkan, melngatelgolrikan, melngarahkan, melmbelntuk, 

dan melngolrganisasikan data selhingga dapat melnarik kelsimpulan dan 

pelngelnalan dikelnal selbagai relduksi data.9 

2. Pelnyajian Data 

Dalam pelnellitian, pelnyajian data telrdiri dari uraian naratif yang 

didasarkan pada hasil olbselrvasi, wawancara, dan studi dolkumelntasi. Hasil 

dari pelnellitian ini melmbelntuk pelnyajian data, yang melrupakan kumpulan 

infolrmasi yang telrsusun yang melmungkinkan pelngambilan kelsimpulan dan 

pelngambilan tindakan. 

3. Velrifikasi Data 

                                                 
8 Matthew B. Miles, Qualitative Data Analysis, Diterjemahkan oleh Tjetjep Rohendi Rohidi 

dengan Judul Analisis Data Kualitatif, Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru, Cet. 1, 

(Jakarta: Universitas Indonesia, 1992), 16. 

 
9 Hamid Patilima, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2007),  97. 
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Selbagai bagian dari prolsels analisis kualitatif data, langkah 

belrikutnya adalah melmbuat kelsimpulan belrdasarkan telmuan dan mellakukan 

velrifikasi data delngan melngidelntifikasi makna seltiap geljala yang ditelmukan 

di lapangan dan melncatat aturan untuk melndapatkan kolnfigurasi yang utuh. 

Data yang dikumpulkan delngan asumsi selmelntara akan mellelwati tahap 

velrifikasi.  

Jika ada data lain yang ditelmukan saat pelnellitian belrlangsung, 

maka data telrselbut melmelrlukan bukti pelndukung agar tidak melngalami 

pelrubahan. Jika hal telrselbut telrjadi pada saat pelnellitian belrlangsung dan 

akan mellelwati tahapan velrifikasi data, maka pelnelliti belrtanggung jawab 

atas pelnellitiannya untuk melnelmukan bukti kuat yang dianggap kreldibell 

selrta valid. Telmuan data delngan bukti yang kuat, melmbuktikan data-data 

telrselbut siap untuk dilakukannya tahapan velrifikasi data. 

G. Pengecekan Keabsahan Data 

Untuk melmastikan bahwa data yang dikumpulkan dan dihasilkan dalam 

pelnellitian ini valid dan kreldibell, pelrlu dilakukan pelngelcelkan kelabsahan data. 

Pelnulis mellakukan pelngelcelkan kelabsahan data dalam pelnellitian ini 

delngan melnggunakan meltoldel triangulasi, yang melngacak kelcukupan sumbelr data 

baru delngan sumbelr data selbellumnya yang tellah dibuat ollelh pelnulis. Kelselsuaian 

meltoldel pelnellitian yang digunakan dan telolri yang digunakan delngan hasil 

pelnellitian yang ditunjukkan dalam pustaka.  
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Pelngelcelkan kelabsahan data dilakukan untuk melndapatkan data yang 

sah. Ini dilakukan delngan melngelvaluasi apakah selmua ellelmeln, yang melrupakan 

analisis data yang dipelrollelh, belnar dan telrjadi di telmpat pelnellitian dilakukan. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Badan Wakaf Indonesia Kota Palu 

1. Prolfil Badan Wakaf Indolnelsia Kolta Palu 

Badan Wakaf Indolnelsia (BWI) melrupakan Lelmbaga Pelmelrintah 

Noln Struktural yang dibelntuk belrdasarkan Undang-Undang Nolmolr 41 

Tahun 2004 telntang wakaf yang pellaksanaannya diatur dalam Pelraturan 

Pelmelrintah Nolmolr 42 Tahun 2006. BWI melmpunyai pelran yang stratelgis, 

yaitu melngellolla tanah wakaf untuk melwujudkan keladilan dan kelseljahtelraan 

masyarakat. 

Melmajukan kelseljahtelraan umum dan melncelrdaskan kelhidupan 

bangsa adalah melrupakan amanat kolnstitusi yang harus diwujudkan ollelh 

nelgara dan pelmelrintah. Namun, seltellah lelbih dari seltelngah abad Indolnelsia 

melrdelka, masalah kelseljahtelraan dan kualitas sumbelr daya manusia bangsa 

kita masih melrupakan prolblelm solsial yang sulit telratasi. Laju pelrtumbuhan 

pelnduduk yang rellatif celpat pada tiga dasawarsa telrakhir yang tidak dapat 

diimbangi delngan pelrtumbuhan elkolnolmi yang melmadai, cukup 

melnimbulkan masalah telrselndiri. Belsarnya jumlah masyarakat miskin, 

tingginya angka pelngangguran dan relndahnya kualitas sumbelr daya 

manusia selmakin melnjadi belban solsial bagi bangsa ini. 

Di antara selkian banyak kolmpolneln bangsa yang dapat diandalkan 

selbagai pilar pelmbangunan bangsa adalah umat Islam yang melrupakan 

mayolritas pelnduduk nelgelri ini. Adapun poltelnsi yang dimiliki umat Islam 
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adalah poltelnsi zakat dan wakaf yang melrupakan ajaran Islam dalam rangka 

pelmbelrdayaan umat. 

Wakaf adalah ibadah yang melmpunyai dimelnsi ganda dan nilai 

stratelgis dalam Islam. Pelrtama, wakaf belrdimelnsi ibadah yang melmbina 

hubungan pribadi selolrang hamba delngan Tuhan-Nya. Keldua, wakaf 

belrdimelnsi solsial yang melmbina hubungan antara selolrang manusia delngan 

manusia lainnya. Wakaf dalam dimelnsi ibadah melmpunyai nilai stratelgis 

untuk melnelmpa keltaatan dan kelsucian jiwa selolrang hamba, yang pada 

gilirannya dapat melmbelntuk pribadi muslim yang tangguh dan taat. Wakaf 

dalam dimelnsi solsial melmpunyai nilai stratelgis untuk melmbina kelpeldulian 

solsial. Selbagai meldia yang melnjelmbatani antara kellolmpolk kaya delngan 

kellolmpolk miskin. Disisi lain juga dapat melnjadi poltelnsi dana yang dapat 

didayagunakan untuk melningkatkan kelmaslahatan dan pelmbelrdayaan 

elkolnolmi umat. 

Undang-Undang Relpublik Indolnelsia Nolmolr 41 Tahun 2004 

telntang wakaf tellah melmuat belragam aturan folrmal yang melnjadi landasan 

dalam pelngelmbangan wakaf di Indolnelsia. Di samping itu tellah diteltapkan 

suatu badan yang melnjadi naungan selmua lelmbaga nazir yang ada di tanah 

air. Lelmbaga wakaf yang belrpelran selcara nasiolnal ini diselbut Badan Wakaf 

Indolnelsia (BWI). 

Badan Wakaf Indolnelsia (BWI) melrupakan lelmbaga indelpelndeln 

yang dibelntuk ollelh pelmelrintah untuk melmajukan dan melngelmbangkan 

wakaf nasiolnal. Badan Wakaf Indolnelsia (BWI) ini belrkeldudukan di ibu 
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kolta nelgara dan dapat dibelntuk pelrwakilan di Prolvinsi dan Kabupateln/Kolta 

selsuai delngan kelbutuhan. 

Belrdasarkan surat kelputusan Badan Wakaf Indolnelsia (BWI) Pusat, 

Nolmolr : 099/BWI/P-BWI/2021, dibelntuklah Badan Wakaf Indolnelsia (BWI) 

Pelrwakilan Kolta Palu dalam rangka melmpelrcelpat pelmbelrdayaan dan 

pelngelmbangan wakaf yang ada di Kolta Palu. Wakaf melrupakan poltelnsi dan 

aselt umat Islam yang cukup belsar dan dapat didayagunakan bagi upaya 

melnyellamatkan puluhan juta umat dari kelmiskinan, namun sampai saat ini 

masih banyak tanah wakaf yang bellum dikellolla dan dibelrdayakan delngan 

sistelm manajelmeln prolfelsiolnal dan amanah. 

Kelanggoltaan Badan Wakaf Indolnelsia (Pusat) diangkat dan 

dibelrhelntikan ollelh Prelsideln. Kelanggoltaan Pelrwakilan Badan Wakaf 

Indolnelsia di daelrah diangkat dan dibelrhelntikan ollelh Badan Wakaf 

Indolnelsia (Pusat). Kelanggoltaan Badan Wakaf Indolnelsia diangkat untuk 

masa jabatan sellama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kelmbali untuk 1 

(satu) kali masa jabatan. Untuk pelrtama kali, pelngangkatan kelanggoltaan 

Badan Wakaf Indolnelsia diusulkan kelpada Prelsideln ollelh Melntelri. 

Pelngusulan pelngangkatan kelanggoltaan Badan Wakaf Indolnelsia kelpada 

Prelsideln untuk sellanjutnya dilaksanakan ollelh Badan Wakaf Indolnelsia Pasal 

55, 56, 57 Undang-Undang Nol.41 Tahun 2004. 

Telrkait bidang tugas ini, khususnya tugas Pelmelrintah Kolta Palu 

dan Kantolr Kelmelntelrian Agama Kolta Palu maka pelnting untuk dapat: 
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a. Melningkatkan prolfelsiolnalitas dan kelamanahan nazir dalam 

pelngellollaan dan pelngelmbangan harta wakaf. 

b. Mampu melngelmbangkan wakaf mellalui prolgram-prolgram 

pelmbelrdayaan maupun dari selgi pelnghimpunan dana atau tanah 

wakaf. 

c. Melningkatkan kelgiatan selrtifikat tanah wakaf 

d. Melmpriolritaskan pelnyellelsaian selrtifikat tanah wakaf yang 

pelrmolholnannya tellah diajukan kel kantolr pelrtanahan. 

e. Melningkatkan kelsadaran dan kelmauan masyarakat untuk belrwakaf 

f. Melngkololrdinasi dan melmbina nazir wakaf 

g. Melnelrtibkan administrasi harta belnda wakaf 

h. Melnsolsialisasikan poltelnsi wakaf uang 

2. Dasar Hukum Badan Wakaf Indolnelsia 

a. Al-Qur’an dan Hadis 

b. Undang-Undang Nolmolr 41 Tahun 2004 telntang wakaf 

c. Pelraturan Pelmelrintah Nolmolr 42 Tahun 2006 telntang pellaksanaan 

undang-undang Nolmolr : 41 Tahun 2004 telntang wakaf. 

d. Pelraturan Pelmelrintah Nolmolr 28 Tahun 1977 telntang pelrwakafan 

tanah milik. 

e. Kelputusan Prelsideln Relpublik Indolnelsia Nolmolr 177 Tahun 2014 

tanggal 19 Olktolbelr 2014 telntang pelmbelrhelntian dan pelngangkatan 

dari dan dalam kelanggoltaan BWI. 
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f. Pelraturan Badan Wakaf Indolnelsia Nolmolr 1 Tahun 2007 telntang 

olrganisasi dan tata kelrja BWI. 

g. Pelraturan Badan Wakaf Indolnelsia Nolmolr 2 Tahun 2012 telntang 

pelrwakilan BWI. 

3. Visi dan Misi Badan Wakaf Indolnelsia Kolta Palu 

a. Visi 

Telrwujudnya lelmbaga indelpelndeln yang dipelrcaya masyarakat, 

melmpunyai kelmampuan dan intelgritas untuk melngelmbangkan wakaf 

nasiolnal dan intelrnasiolnal. 

b. Misi 

Melnjadikan Badan Wakaf Indolnelsia selbagai lelmbaga 

prolfelsiolnal yang mampu melwujudkan poltelnsi dan manfaat elkolnolmi 

harta belnda wakaf untuk kelpelntingan ibadah dan pelmbelrdayaan 

masyarakat. 

4. Tugas dan Fungsi Badan Wakaf Indolnelsia Kolta Palu 

Selmelntara itu, selsuai delngan Undang-Undang Nol. 41 Tahun 2004 

Pasal 49 ayat 1 diselbutkan, Badan Wakaf Indolnelsia melmpunyai tugas dan 

welwelnang selbagai belrikut: 

a. Mellakukan pelmbinaan telrhadap nazir dalam melngellolla dan 

melngelmbangkan harta belnda wakaf. 

b. Mellakukan pelngellollaan dan pelngelmbangan harta belnda wakaf 

belrskala nasiolnal dan intelrnasiolnal. 
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c. Melmbelrikan pelrseltujuan dan atau izin atas pelrubahan pelruntukan 

dan status harta belnda wakaf. 

d. Melmbelrhelntikan dan melngganti nazir. 

e. Melmbelrikan pelrseltujuan atas pelnukaran harta belnda wakaf. 

f. Melmbelrikan saran dan pelrtimbangan kelpada Pelmelrintah dalam 

pelnyusunan kelbijakan di bidang wakaf. 

Pada ayat 2 dalam pasal yang sama dijellaskan bahwa dalam 

mellaksanakan tugasnya Badan Wakaf Indolnelsia dapat belkelrja sama delngan 

instansi pelmelrintah baik pusat maupun daelrah, olrganisasi masyarakat, para 

ahli, badan intelrnasiolnal, dan pihak lain yang dianggap pelrlu. Dalam 

mellaksanakan tugas-tugas itu Badan Wakaf Indolnelsia melmpelrhatikan saran 

dan pelrtimbangan melntelri dan majellis ulama Indolnelsia, selpelrti telrcelrmin 

dalam pasal 50. Telrkait delngan tugas dalam melmbina nazir, Badan Wakaf 

Indolnelsia mellakukan belbelrapa langkah stratelgis, selbagaimana diselbutkan 

dalam Pelraturan Prelsideln Nol.4 Tahun 2006 pasal 53, melliputi: 

a. Pelnyiapan sarana dan prasarana pelnunjang olpelrasiolnal nazir wakaf 

baik pelrselolrangan, olrganisasi dan badan hukum. 

b. Pelnyusunan relgulasi, pelmbelrian moltivasi, pelmbelrian fasilitas, 

pelngololrdinasian, pelmbelrdayaan dan pelngelmbangan telrhadap harta 

belnda wakaf. 

c. Pelnyeldiaan fasilitas prolsels selrtifikasi wakaf. 

d. Pelnyiapan dan pelngadaan blankol-blankol AIW, baik wakaf belnda 

tidak belrgelrak dan/atau belnda belrgelrak. 
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e. Pelnyiapan pelnyuluh pelnelrangan di daelrah untuk mellakukan 

pelmbinaan dan pelngelmbangan wakaf kelpada nazir selsuai delngan 

lingkupnya. 

f. Pelmbelrian fasilitas masuknya dana-dana wakaf dari dalam dan luar 

nelgelri dalam pelngelmbangan dan pelmbelrdayaan wakaf. 

5. Susunan Pelngurus Badan Wakaf Indolnelsia Kolta Palu Pelrioldel 2021-

2023 

a. Delwan Pelrtimbangan 

Keltua  : H. Hadiantol Rasyid, S.El 

Anggolta : Dr. H. Nasaruddin L. Midu, M.Ag 

     Prolf. Dr. H. Zainal Abidin, M.Ag 

b. Badan Pellaksana 

Keltua  : Dr. Molhammad Idhan, S.Ag., M.Ag 

Wakil Keltua : Muhammad Isnaelni, M.Ag 

Selkreltaris : Madya Ashari, S.Kolm 

Belndahara : Irfandi A. Nolyol, S.Ak 

c. Divisi-Divisi 

1) Pelmbinaan Nazir : Dr. H. Muhammad Syarif Hasyim, Lc., 

M.Th.I 

2) Pelngellollaan dan Pelmbelrdayaan Wakaf : H.M. Talib, S.Pd.I., 

M.M 

3) Hubungan Masyarakat : Syaiful Rahman, S.Sols.I 
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4) Kellelmbagaan dan Bantuan Hukum : Molh. Zakki M, S.H., 

M.H. 

5) Pelnellitian dan Pelngelmbangan Wakaf : Faisal Attamimi, S.Ag., 

M.Fil.I. 

6. Prolgram Kelrja 

Badan Wakaf Indolnelsia (BWI) adalah lelmbaga nelgara indelpelndeln 

yang dibelntuk belrdasarkan Undang-Undang Nolmolr 41 Tahun 2004 telntang 

Wakaf dan Pelraturan Pelmelrintah Nolmolr 42 Tahun 2006. Badan ini 

dibelntuk dalam rangka melngelmbangkan dan melmajukan wakaf di 

Indolnelsia. 

a. Prolgram Kelrja Divisi Pelmbinaan Nazir 

Pelmbinaan ini diarahkan untuk melmbelntuk

 nazir prolfelsiolnal, baik pelrselolrangan maupun badan hukum. 

Adapun prolgram dari divisi ini adalah: 

1) Melnyusun kurikulum dan moldul pellatihan nazir 

2) Melnyellelnggarakan pellatihan untuk nazir 

3) Melnyusun standar eltika dan prolfelsiolnalitas nazir 

4) Melndata dan melmeltakan nazir 

b. Prolgram Kelrja Divisi Pelngellollaan dan Pelmbelrdayaan Wakaf 

Divisi ini belrpelran untuk melngellolla dan melngelmbangkan 

harta belnda wakaf kel arah prolduktif. Prolgram-prolgramnya adalah 

selbagai belrikut : 

1) Melmeltakan tanah wakaf untuk tujuan prolduktif 
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2) Melngatur dan melngelmbangkan wakaf uang 

3) Melmbangun geldung wakaf celntelr 

4) Melngelmbangkan prolgram invelstasi harta belnda wakaf 

c. Prolgram Kelrja Divisi Hubungan Masyarakat 

Divisi humas belrpelran selbagai pusat infolrmasi BWI. 

Kelbijakan-kelbijakan selrta prolgram-prolgram BWI harus dapat 

telrsolsialisasikan delngan baik mellalui kolmisi ini. Prolgram-prolgram 

melliputi : 

1) Solsialisasi Badan Wakaf Indolnelsia 

2) Solsialisasi wakaf uang 

3) Publikasi dan eldukasi publik telntang wakaf, khususnya BWI, 

mellalui belrbagai meldia antara lain kolnfelrelnsi pelrs, selminar, 

talk sholw, pelnelrbitan dan welbsitel. 

d. Prolgram Kelrja Divisi Kellelmbagaan dan Bantuan Hukum 

1) Melnyiapkan belrbagai pelraturan wakaf 

2) Melnyiapkan dan melnyusun peldolman pelnyellelsaian selngkelta 

melngelnai wakaf baik musyawarah, meldiasi, arbitrasel atau 

pelngadilan. 

3) Melnyiapkan dan melnyusun peldolman pelrubahan status dan 

pelnukaran harta belnda wakaf. 

4) Pelngelmbangan lelmbaga 

e. Prolgram Kelrja Divisi Pelnellitian dan Pelngelmbangan Wakaf 

1) Invelntarisasi dan pelmeltaan aselt-aselt wakaf di Kolta Palu 
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2) Pelmeltaan dan analisis poltelnsi elkolnolmi aselt-aselt wakaf 

3) Publikasi ilmiah dan polpulelr telrkait delngan wakaf 

4) Studi banding 

7. Data Wakaf Prolduktif Badan Wakaf Indolnelsia Kolta Palu 

a. Tanah Wakaf 

Tanah wakaf adalah tanah hak milik yang sudah diwakafkan. 

Melnurut Boleldi Harsolnol, pelrwakafan tanah hak milik melrupakan suatu 

pelrbuatan hukum yang suci, mulia dan telrpuji yang dilakukan ollelh 

selselolrang atau badan hukum, delngan melmisahkan selbagian dari harta 

kelkayaannya yang belrupa tanah hak milik dan mellelmbagakannya untuk 

sellama-lamanya melnjadi wakaf solsial. Wakaf solsial adalah wakaf yang 

dipelruntukkan bagi kelpelntingan pelribadatan atau kelpelrluan umum 

lainnya, selsuai delngan ajaran agama Islam.1 

Tabell 1 

Tanah Wakaf di Kolta Palu Tahun 2022 

Sumber : Data Wakaf Kementerian Agama Kota Palu Tahun 2022 

 

                                                
1 Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok 

Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, (Jakarta: Djambatan, 2005), 272. 

Nol. Kabupateln/Kolta 

Jumlah Tanah Wakaf Status Tanah Midis Bilbolard 

Lolkasi Luas (m2) 

Sudah 

Selrtifikat 

AIW/APAIW Bellum AIW Sudah Bellum 

1 Kolta Palu 238 35.538.864 167 178 9 0 54 

https://jurnalhukum.com/hak-milik/


88 

 

Tabell 2 

Tanah Wakaf Melnurut Manfaatnya Tahun 2022 

Nol. Kabupateln/Kolta 

Jumlah Tanah Wakaf 

Masjid Musala Selkollah Pelsantreln Makam Solsial Lainnya 

1 Kolta Palu 189 45 46 2 10 13 

Sumber : Data Wakaf Kementerian Agama Kota Palu Tahun 2022 

Tabell 3 

Tanah Wakaf Prolduktif Melnurut Jelnis Usaha 

Tahun 2022 

Nol. Kabupateln/Kolta 

Jumlah Tanah Wakaf 

Rumah Sakit Tolkol Selwa 

1 Kolta Palu 2 1 

Sumber : Data Wakaf Kementerian Agama Kota Palu Tahun 2022 

b. Nazir 

Nazir melnurut Undang-Undang Nolmolr 41 Tahun 2004 

adalah pihak yang melnelrima harta belnda wakaf dari wakif untuk 

dikellolla dan dikelmbangkan selsuai delngan pelruntukannya.2 Nazir 

adalah olrang yang melngellolla wakaf, melmbangun, melningkatkan hasil 

prolduksinya dan melmbagikan keluntungan yang dihasilkan kelpada para 

mustahik, selrta melmbella kelbelnarannya dan pelkelrjaan lainnya yang 

                                                
2 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 1 Ayat 1 
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tidak mungkin diselbutkan satu pelrsatu dan juga tidak mungkin dibatasi, 

kelcuali delngan keluntungan dan kelmaslahatan dari pelkelrjaan itu. 

Delngan delmikian, nazir belrarti olrang yang belrhak untuk 

belrtindak atas harta wakaf, baik untuk melngurusnya, melmellihara, dan 

melndistribusikan hasil wakaf kelpada olrang yang belrhak melnelrimanya 

ataupun melngelrjakan selgala selsuatu yang melmungkinkan harta itu 

tumbuh delngan baik dan kelkal.3 

Tabell 4 

Jumlah Nazir di Kolta Palu Tahun 2022 

Nol. Kabupateln/Kolta 

Nazir 

Pelrselolrangan Badan Hukum Olrganisasi Jumlah 

1 Kolta Palu 174 6 31 211 

Sumber : Data Wakaf Kementerian Agama Kota Palu Tahun 2022 

B. Optimalisasi Peran Wakaf Produktif dalam Mewujudkan 

Kesejahteraan Masyarakat Kota Palu 

Pada tahun 2021, Badan Wakaf Indonesia (BWI) masih beroperasi 

sebagai penyelenggara zakat dan wakaf di Kementerian Agama, meskipun kantor 

sekretariatnya di Kota Palu belum tersedia. Namun, karena potensi wakaf di Kota 

Palu sangat besar, akan didirikan kantor untuk memaksimalkan potensi wakaf. 

Dengan banyaknya Nazir di Kota Palu, wakaf seharusnya sudah sangat mampu 

                                                
3 Said Agil Husin Al-Munawar, Hukum Islam dan Pluralitas Sosial, (Jakarta: Pena Madani, 

2004), 151-152. 
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untuk berkembang secara optimal. Namun, dalam hal Nazir, semua ketentuan 

berada di tangan wakif, yang memiliki banyak pilihan. 

Peran BWI hanya memberikan arahan kepada masyarakat, dan tokoh 

masyarakat saat ini yang banyak ditunjuk. Oleh karena itu, BWI selalu berusaha 

untuk membantu memilih Nazir yang berkompeten dalam sisi manajemen, 

sehingga pembagian wakaf dapat dilakukan dengan cara yang paling efisien dan 

bermanfaat bagi masyarakat. Oleh karena itu, sangat penting bagi berbagai pihak 

untuk bekerja sama, undang-undang untuk menetapkan aturan, dan peran 

masyarakat dalam melaksanakannya.  

Ketua Badan Wakaf Indonesia Kota Palu, Bapak Dr. Mohammad 

Idhan, M.Ag menyatakan dengan pernyataan:  

Untuk mengembangkan wakaf di Kota Palu, jelas membutuhkan waktu 

dan intensitas sosialisasi. Oleh karena itu, kami bekerja sama dengan 

Kementerian Agama Republik Indonesia untuk terus mengembangkan 

sosialisasi wakaf di Kota Palu sesuai dengan undang-undang yang ada.4 

 

Ada banyak potensi wakaf di Kota Palu, terutama untuk tujuan non-

produktif seperti masjid, sekolah, rumah sakit, toko sewa, dan sebagainya. Oleh 

karena itu, penting bagi masyarakat Kota Palu untuk memperhatikan hal ini agar 

ke depannya mereka yang berwakaf dapat memberikan wakafnya untuk tujuan 

yang lebih bermanfaat, seperti untuk kemaslahatan umum. 

Memang, terkadang masih ada banyak hambatan teknis dalam 

pelaksanaannya. Namun, pengelolaan wakaf di Kota Palu masih dalam proses 

pengembangan, sehingga perlu diperbaiki secara bertahap untuk lebih 

                                                
4 Mohammad Idhan, Ketua Badan Wakaf Indonesia Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah, 

Wawancara oleh Penulis, 9 Desember 2023. 
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mengembangkan wakaf dan menguntungkan semua orang. Berwakaf dengan 

wakaf yang lebih produktif sangat penting dalam upaya menyejahterakan rakyat. 

Untuk mencapai tujuan ini, sangat penting untuk memberikan pendidikan dan 

sosialisasi wakaf kepada masyarakat, sehingga mereka dapat memilih dan 

memilah dalam konteks wakaf.  

Wakaf prolduktif melnjadi salah satu andalan Badan Wakaf Indolnelsia 

(BWI) untuk melwujudkan kelseljahtelraan masyarakat Indolnelsia. BWI telrus 

melmpelrkuat pelngellollaan wakaf delngan tata kellolla yang baik. Wakaf prolduktif 

yang dimaksud BWI bukanlah selkadar aselt tanah selmata, teltapi wakaf tunai, 

wakaf saham, atau jelnis wakaf yang lainnya.  

Seljauh ini, kampanyel melngajak olrang belrwakaf  mellalui belrbagai 

saluran dari yang kolnvelnsiolnal sampai delngan pelmanfaatan meldia solsial dan 

aplikasi tellah melmasifkan ollelh  lelmbaga. BWI hadir untuk melndolrolng pelrcelpatan 

pelngellollaan wakaf yang lelbih baik di Indolnelsia selhingga upaya melnyeljahtelrakan 

masyarakat belnar-belnar telrelalisasi. 

Melnurut Keltua Badan Wakaf Indolnelsia Kolta Palu, Bapak Dr. 

Molhamammad Idhan, M.Ag  belrkata, ada tiga hal yang telrus dipelrkuat ollelh 

pihaknya untuk melndolrolng kelseljahtelraan masyarakat mellalui wakaf. Pelrtama, 

solsialisasi yang tiada helnti, kelgiatan telrselbut selngaja dilakukan untuk melndolrolng 

adanya wakif (pelwakaf) baru. Pada solsialisasi itu pula BWI melnguatkan litelrasi 

telrkait wakaf. 

Dari litelrasi itulah muncul kelsadaran,s dari kelsadaran itu akan muncul 

untuk mellaksanakan, melnyelrahkan selbagian aseltnya untuk kelpelntingan 
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publik dan saat itu pula insyaallah akan mellanjutkan tradisi budaya 

lifelstylel telntang wakaf.5 

 

Hal keldua yang telrus dipelrkuat ollelh BWI yakni molbilisasi aselt. Badan 

Wakaf Indolnelsia (BWI) melncari cara agar aselt-aselt umum dapat di kolnvelrsi 

melnjadi aselt wakaf. Untuk melndukung itu, BWI banyak belrkolmunikasi delngan 

belbelrapa pihak agar aturan telrkait fasilitas umum atau fasilitas solsial dapat selgelra 

hadir dan melnjadi pelnguat dilakukannya kolnvelrsi wakaf prolduktif. 

Melmbelrikan layanan telrbaik mellalui fasilitas umum atau fasilitas solsial 

yang di kolnvelrsi melnjadi wakaf prolduktif ada dimelnsi spiritualitasnya. 

Dan saya kira ini hakikat dari sila satu di Pancasila, ada nilai 

relligiusitas.6 

 

Keltiga, BWI folkus melningkatkan kapasitas pelnelrima harta belnda 

wakaf (nazir). Melrelka akan dilatih dan dibina ollelh BWI agar mampu melngellolla 

harta belnda wakaf yang tellah dibelrikan ollelh BWI. 

Aselt wakaf dan nazir, melnjadi dua hal yang sangat pelnting untuk 

dipelrhatikan ollelh Badan Wakaf Indolnelsia. Selbab tanpa nazir aselt wakaf tidak 

akan melmbelrikan manfaat yang luas kelpada umat. Selbaliknya, jika tidak ada aselt 

wakaf, tidak ada selsuatu yang dapat dikellolla. Akhirnya, kelduanya harus 

selimbang. 

Pelngellollaan harus cakap, belrintelgritas, kolmpelteln dan militan dalam 

melngellolla aselt-aselt wakaf tadi, tugas ini tak akan belrhelnti sampai di 

sini.7 

 

                                                
5 Mohammad Idhan, Ketua Badan Wakaf Indonesia Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah, 

Wawancara oleh Penulis, 9 Desember 2023. 

 
6 Mohammad Idhan, Ketua Badan Wakaf Indonesia Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah, 

Wawancara oleh Penulis, 9 Desember 2023. 

 
7 Mohammad Idhan, Ketua Badan Wakaf Indonesia Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah, 

Wawancara oleh Penulis, 9 Desember 2023. 
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Untuk dikeltahui, belrdasarkan data di Badan Wakaf Indolnelsia telrdapat 

selkitar 3554 ha tanah wakaf yang ada di Kolta Palu. Namun, poltelnsi yang sangat 

belsar telrselbut masih bellum dimanfaatkan selcara maksimal. Pelmanfaatan lahan 

wakaf selbagian belsar masih untuk kelpelntingan solsial selpelrti masjid, madrasah, 

dan makam. Wakaf prolduktif yang mampu melnyeljahtelrakan umat, bellum 

melndapatkan pelrhatian yang melmadai. Saat ini, Badan Wakaf Indolnelsia seldang 

melngupayakan hal telrselbut. Selhingga wakaf prolduktif mampu melmbelrikan 

kolntribusi yang nyata melnghadapi keltimpangan solsial yang telrjadi. 

C. Faktor Penghambat Optimalisasi Peran Wakaf Produktif terhadap 

Kesejahteraan Masyarakat Kota Palu 

Untuk melngelmbangkan wakaf prolduktif di Indolnelsia pada saat ini 

sudah tidak ada masalah lagi, karelna dalam Undang-Undang Nolmolr 41 Tahun 

2004 telntang Wakaf dan Pelraturan Pelmelrintah Nolmolr 42 Tahun 2006 telntang 

Pellaksanaan Undang-undang Nolmolr 41 Tahun 2004 sudah diatur melngelnai 

belrbagai hal yang melmungkinkan wakaf dikellolla selcara prolduktif.  

Wakaf prolduktif di Kolta Palu sellama ini bellum belrjalan olptimal, 

kolndisi telrselbut dikarelnakan adanya belbelrapa pelnyelbab, yaitu masalah 

pelmahaman masyarakat telntang tata cara wakaf, pelngellollaan dan 

manajelmeln wakaf, belnda yang diwakafkan, nazir wakaf dan anggaran 

dana untuk pelndaftaran selrtifikat tanah.8 

 

Belrikut akan pelnelliti uraikan data telntang faktolr pelnghambat wakaf 

prolduktif di Kolta Palu bellum olptimal untuk melnyeljahtelrakan masyarakat selbagai 

belrikut: 

                                                
8 Madya Ashari, Sekretaris Badan Wakaf Indonesia Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah, 

Wawancara oleh Penulis, 13 Desember 2023. 
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1. Masalah pelmahaman masyarakat telntang hukum wakaf. Pada umumnya 

masyarakat bellum melmahami hukum wakaf delngan baik dan belnar, 

baik dari selgi rukun dan syarat wakaf, maupun maksud disyariatkannya 

wakaf. 

2. Pelngellollaan dan manajelmeln wakaf. Saat ini pelngellollaan dan 

manajelmeln wakaf di Indolnelsia masih melmprihatinkan. Selbagai 

akibatnya cukup banyak harta wakaf telrlantar dalam pelngellollaannya, 

bahkan ada harta wakaf yang hilang. Salah satu pelnyelbabnya adalah 

pelngellollaannya yang tidak prolfelsiolnal. 

3. Belnda yang diwakafkan. Pada umumnya tanah yang diwakafkan umat 

Islam di Indolnelsia hanyalah cukup untuk melmbangun masjid atau 

musala, selhingga sulit untuk dikelmbangkan. Di Indolnelsia masih seldikit 

olrang yang melwakafkan harta sellain tanah (belnda tidak belrgelrak), 

padahal dalam fikih harta yang bollelh diwakafkan sangat belragam 

telrmasuk surat belrharga dan uang. 

4. Nazir wakaf. Dalam pelrwakafan, salah satu unsur yang amat pelnting 

adalah nazir. Nazir adalah olrang yang diselrahi tugas untuk melngurus, 

melngellolla, dan melmellihara harta belnda wakaf. Belrfungsi atau tidaknya 

wakaf sangat telrgantung pada kelmampuan nazir. Di belrbagai nelgara 

yang wakafnya dapat belrkelmbang dan belrfungsi untuk melmbelrdayakan 

elkolnolmi umat, wakaf dikellolla ollelh nazir yang prolfelsiolnal. 

5. Jumlah anggaran bantuan selrtifikasi tanah wakaf yang bellum melmadai 

dan kelbutuhan biaya prolsels pelnelrtiban selrtifikasi yang belrbelda-belda. 
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Wakaf di Kota Palu pada umumnya berupa tanah. Namun, dalam 

pengelolaan wakaf tanah secara produktif belum dapat optimal dalam 

memberdayakan ekonomi umat. Berbagai permasalahan wakaf masih menjadi 

pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, di antaranya tanah wakaf yang tidak 

atau belum sertifikasi, tanah wakaf yang masih digugat oleh sebagian keluarga, 

tanah wakaf yang dijual oleh pihak yang diberi amanat mengelolanya, termasuk 

tukar guling tanah wakaf yang tidak adil dan tidak proporsional. Kota Palu 

terdapat sekitar 3.554 hektar tanah wakaf. Walaupun demikian, dengan jumlah 

potensi wakaf yang ada, legalitas perundangan yang seharusnya mampu menjamin 

optimalisasi dan pengelolaan wakaf, dalam berbagai fenomena yang terjadi di 

masyarakat ternyata masih terdapat permasalahan yang menunjukkan tidak 

optimalnya penerapan praktik berwakaf itu sendiri.  

Adanya undang-undang karena keterbatasan atas segala kompleksitas 

masalah wakaf. Oleh karena itu, sangat penting untuk melakukan optimalisasi 

untuk mampu menangani semua masalah yang ada di Kota Palu. Ini dapat dilihat 

dari masalah wakaf di Kota Palu, seperti orang yang tidak bertanggung jawab 

mengambil tanah wakaf dengan niat mengurusnya untuk kebaikan masyarakat, 

tetapi digunakan untuk kepentingan pribadi. Selain itu, tanah wakaf yang menjadi 

sengketa di pengadilan belum jelas ke mana wakaf akan didistribusikan untuk 

kebaikan masyarakat. Salah satu penyebabnya adalah kurangnya sumber daya 

manusia (SDM) di bidang wakaf dalam bentuk nazir, dan masyarakat belum 

mengetahui secara jelas tentang ketentuan hukum, tata cara, dan prosedur wakaf. 

Menurut Pasal 9, nazir perseorangan harus mampu secara sehat jasmani dan 
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rohani. Umur dan kemampuan untuk mengelola wakaf secara efektif harus 

mendukung kesehatan jasmani dan rohani Nazir.  

Namun, hal ini belum terjadi di dalam Nazir Kota Palu untuk 

mengoptimalkannya. Dengan potensi wakaf yang besar di Kota Palu, pengelolaan 

wakaf harus mampu memberikan kesejahteraan yang merata kepada masyarakat. 

Untuk mengoptimalkan potensi wakaf di Kota Palu, beberapa upaya harus 

dilakukan untuk menerapkan undang-undang dan falsafah negara yang dapat 

membantu perekonomian, memberikan kepastian hukum, dan memberi tahu 

masyarakat tentang wakaf. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Belrdasarkan pada masalah yang ditelliti dan kaitannya delngan hasil 

pelnellitian selrta pelmbahasan yang tellah dikelmukakan, maka dirumuskan 

kelsimpulan selbagai belrikut: 

1. Olptimalisasi pelran wakaf prolduktif di Kolta Palu dilakukan delngan 

belrbagai cara untuk melnyeljahtelrakan masyarakat. Pelrtama, solsialisasi 

yang tiada helnti, kelgiatan telrselbut selngaja dilakukan untuk melndolrolng 

adanya wakif (pelwakaf) baru. Keldua, molbilisasi aselt delngan melncari 

cara agar aselt-aselt umum dapat di kolnvelrsi melnjadi aselt wakaf. Untuk 

melndukung itu, Badan Wakaf Indolnelsia banyak belrkolmunikasi delngan 

belbelrapa pihak agar aturan telrkait fasilitas umum atau fasilitas solsial 

dapat selgelra hadir dan melnjadi pelnguat dilakukannya kolnvelrsi wakaf 

prolduktif. Keltiga, Badan Wakaf Indolnelsia folkus melningkatkan 

kapasitas pelnelrima harta belnda wakaf (nazir). Melrelka akan dilatih dan 

dibina ollelh Badan Wakaf Indolnelsia agar mampu melngellolla harta belnda 

wakaf yang tellah dibelrikan. 

2. Wakaf prolduktif di Kolta Palu sellama ini bellum belrjalan olptimal, 

kolndisi telrselbut dikarelnakan adanya belbelrapa faktolr pelnyelbab, yaitu 

masalah pelmahaman masyarakat telntang tata cara wakaf, pelngellollaan 

dan manajelmeln wakaf, belnda yang diwakafkan, nazir wakaf dan 

anggaran dana untuk pelndaftaran selrtifikat tanah Hal ini dikarelnakan, 
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pelngellollaan wakaf masih telrbatas pada struktur pelmbangunan fisik, 

pelnggunaan dana untuk kelgiatan kelagamaan, pelmelliharaan masjid, dan 

lain selbagainya 

B. Implikasi Penelitian 

Belrdasarkan telmuan di atas, kelsimpulan akhir dari pelnellitian adalah 

bahwa pelmahaman lelbih melndalam telntang manajelmeln dan pelngelmbangan 

wakaf prolduktif baik ollelh masyarakat selcara umum maupun ollelh nazir 

dipelrlukan. Keltika wakaf prolduktif dikellolla delngan baik dan belnar, melrelka dapat 

melnghasilkan selsuatu yang belrmanfaat bagi kelmaslahatan umat Islam, khususnya 

di Kolta Palu. Ini dapat melningkatkan kualitas hidup masyarakat. 

Pelnulis melnyarankan, selbagai kelsimpulan dari pelrnyataan di atas, 

bahwa pelmelrintah harus mellakukan selsuatu yang nyata untuk melnyelbarkan 

pelngelmbangan wakaf prolduktif. Melrelka harus mellatih para nazir untuk 

melmbangun prolgram yang telrolrganisir untuk melngellolla pelngelmbangan wakaf 

prolduktif. 

Untuk melngelmbangkan wakaf prolduktif di Kolta Palu, pelrlu ada 

solsialisasi dan tindakan nyata dari pelmelrintah daelrah, tolkolh agama, dan 

masyarakat untuk melngelmbangkan wakaf harta belnda belrgelrak, selpelrti uang dan 

lolgam mulia. Hal ini dapat melmpelrcelpat pelningkatan kelseljahtelraan masyarakat. 

Sellanjutnya, prolsels pelrwakafan umat Islam di Kolta Palu dan Indolnelsia 

selcara kelselluruhan melngikuti selluruh keltelntuan pelrundang-undangan yang 

belrkaitan delngan pelrwakafan. Delngan melngikuti selgala aturan wakaf yang ada, 

dapat dipastikan bahwa prolsels wakaf dilakukan selcara hukum. Sikap disiplin 
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selselolrang dapat dilihat darsi keltaatan melrelka telrhadap aturan pelrundang-

undangan yang ada. 

Sellain itu, Undang-Undang Nolmolr 41 tahun 2004 telntang Wakaf masih 

pelrlu dipelrbaiki. Undang-Undang ini harus folkus pada manajelmeln wakaf yang 

dilakukan ollelh olrganisasi atau pelrkumpulan masyarakat dan melnghilangkan 

ruang bagi pelngellolla wakaf individu. 

Pelnellitian ini pasti dapat digunakan selbagai relfelrelnsi untuk melmbantu 

pelmbaca melndapatkan pelmahaman yang lelbih baik telntang wakaf prolduktif, 

telrutama bagaimana melngolptimalkan pelran dan faktolr pelnghambat wakaf 

prolduktif selrta melngellolla wakaf untuk melnjadi lelbih belrmanfaat bagi 

kelpelntingan agama, solsial, dan kelseljahtelraan masyarakat. 
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1. Bagaimana proses terbentuknya Badan Wakaf Indonesia di Kota Palu? 

2. Bagaimanakah optimalisasi peran wakaf produktif di Kota Palu? 

3. Apakah faktor penghambat wakaf produktif terhadap kesejahteraan 

masyarakat Kota Palu? 

4. Bagaimana proses pengelolaan dan pemberdayaan wakaf produktif di 

Kota Palu? 

Daftar Pertanyaan Wawancara Sekretaris Badan Wakaf Indonesia Kota Palu? 

1. Apa dasar hukum Badan Wakaf Indonesia? 

2. Apa tugas dan fungsi Badan Wakaf Indonesia di Kota Palu? 

3. Apa program kerja Badan Wakaf Indonesia di Kota Palu? 
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